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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. 
Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai 
berikut: 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengantitik di bawah) 
خ Kha Kh Kadan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengantitik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengantitik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengantitik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengantitik di bawah) 
ix 
 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengantitik di bawah) 
ع ‘ain …’… Komaterbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
       Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
(ِ ـــــ) Kasrah I I 
(  ُ  ) Dammah U U 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
x 
 
 
b. Vokal Rangkap  
       Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي......ٲ Fathah dan ya Ai a dan i 
و......ٲ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:  
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
       Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
HarakatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 
ي...أ Fathahdanalifatauya Ā 
a dangaris 
di atas 
ي...أ Kasrahdanya Ī 
i dangaris 
di atas 
و...أ Dammahdanwau Ū 
u dangaris 
di atas 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. مر Ramā 
 
 
xi 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dhammah transliterasinya adalah /t/ 
b. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/ 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/ 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأاِةضور Rauḍah al-aṭfāl 
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda Syaddah itu  
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
xii 
 
diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata hubung. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajala 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
       Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan aprostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf 
alif.  
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
       Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangannya. 
       Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut 
disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لوسرلاإِدحممِامو WamāMuammadunillārasūl 
2. نيملاعلاِبرِللهدمحلا Al-ḥamdulillahirabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
       Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, ism maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. نيقزارلاريخوهلِاللهِنإو 
Wainnallāhalahuwakhairar-
rāziqin/Wainnallāhalahuwakhairur-
rāziqīn 
2. نازيملاوِليكلاِاوفوأف 
Faaufū al-Kaila wa al-
mīzāna/Faauful-kailawalmīzāna 
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ABSTRAK 
 
Kartika Siti Nurcahyanti, NIM 152111192 : “KETERLAMBATAN 
PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN HOME INDUSTRI 
CONTRUCTION DI KECAMATAN NGUNTRONADI KABUPATEN 
WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG  NO 13 TAHUN 2003”. 
Penelitian ini membahas mengenai praktik pengupahan karyawan di Home 
Industri Contruction yang ada di Kecamatan Nguntoronadi.Apakah sistem 
pengupahan karyawannya sudah sesuai dengan yang ada di dalam Hukum Islam 
maupun Undang-Undang atau belum.Salah satu dari tiga tempat usaha 
Contruction yang diteliti dalam praktik pengupahannya pada karyawan, upah yang 
diterima tidak jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja di awal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran 
upah karyawan yang diterapkan di Home Industri Contruction dan untuk 
mengetahui apakah praktik pembayaran upah yang diterapkan sudah sesuai 
dengan Hukum Islam dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari 
wawancara (interview) langsung dengan pemilik usaha maupun karyawan, yang 
ada di tempat usaha Contruction yang diteliti. Serta dokumentasi dengan 
pengumpulan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Analisis data 
menggunakan deskripsi kualitatif, dengan menggunakan metode deduktif yakni 
menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. 
Dari hasil penelitian dan analisa menunjukkan bahwa praktik pengupahan 
karyawan Home Industri Contruction yang ada di Kecamatan Nguntoronadi.Dari 
sala satu tempat usaha contruction mengalami keterlambatan dalamsistem 
pembayaran upah karyawannya, yakni di tempat usaha TG. Contruction. Upah 
yang harusnya dibayarkan setiap seminggu sekali, tetapi sering mengalami 
keterlambatan. 
 
Kata Kunci: Upah, Hukum Islam, Undang-Undang No 13 Tahun 2003. 
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ABSTRACT 
 
Kartika Siti Nurcahyanti, NIM 152111192: "DELAY OF PAYMENT 
OF EMPLOYEES OF THE HOME INDUSTRY CONTRUCTION IN 
NGUNTRONADI DISTRICT, WONOGIRI DISTRICT IN THE 
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND LAW NO 13 YEAR 2003". 
This study discusses employee wage practices at the Home Construction 
Industry in Nguntoronadi District. Is the employee wage system in accordance 
with those in Islamic Law or the Law or not. In one of the three Construction sites 
examined in the practice of remuneration to employees, the wages received were 
unclear and not in accordance with the initial employment agreement. 
This study aims to find out how the practice of employee wage payments 
applied in the Home Industry Construction and to find out whether the wage 
payment practices that are applied are in accordance with Islamic Law and Law 
No. 13 of 2003. 
This research is a kind of field research with a qualitative approach. The 
data source used is the primary data source from interviews (interviews) directly 
with business owners and employees, who are in the Construction business area 
under study. As well as documentation with data collection that is related to the 
research object. Data analysis uses qualitative description, using the deductive 
method of drawing conclusions from general to specific. 
From the results of research and analysis shows that the wage practices of 
Home Industry Construction employees in Nguntoronadi District. From one 
construction site business experienced a delay in the payment system of employee 
wages, namely in the TG business place. Construction. Wages that should be paid 
once a week, but often experience delays. 
 
Keywords: Wages, Islamic Law, Law No. 13 of 2003. 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan 
yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat 
duniawi maupun ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai 
pertanggungjawaban kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, 
hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah untuk 
menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum 
yang mengatur hubungan hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat disebut Hukum Muamalah/muamalah.1 
Hubungan manusia dengan manusia juga menjadi sorotan yang diatur 
dalam ajaran Islam, sebagaimana hubungan antara pengusaha dengan 
karyawan. Setiap pengusaha tentunya ingin selalu memperoleh keuntungan 
yang besar. Akan tetapi, terkadang mengabaikan kepentingan orang lain dari 
usahanya tersebut, yaitu kepentingan karyawannya.  
Dalam suatu usaha bisnis, produksi merupakan suatu kegiatan yang 
sangat menentukan kelangsungan usaha tersebut. Setiap usaha yang 
dilakukan tentunya harus bersifat produktif. Karena keberlangsungan usaha 
yang dijalankan seseorang itu tergantung dari tingkat produktifitas usaha 
 
       1Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu’amalat, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 
2000).hlm.7.  
2 
 
 
tersebut. Jika hasil produksi yang dihasilkan itu bagus, maka keuntungan 
yang diperoleh dari usaha seseorang itu akan bagus dan lebih besar. 
Sebaliknya, jika hasil produksinya kurang memberikan kepuasan maka 
penghasilan yang diperoleh juga akan kurang memuaskan atau bahkan bisa 
rugi. 
Dalam menjalankan sebuah usaha pastinya setiap orang atau 
(karyawan dan pengusaha) melakukan suatu perjanjian kerja atau 
kesepakatan kerja. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja tersebut 
merupakan salah satu bentuk muamalah, yakni antara manusia sebagai 
penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain 
sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna 
melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan 
mendapatkan kompensasi berupa upah atau gaji yang diberikan oleh majikan 
kepada karyawan. Kegiatan itu dalam literatur fiqih disebut dengan akad 
Ijarah al-‘amal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.2 
Di dalam suatu perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil, 
pasti membutuhkan yang namanya karyawan. Karena peranannya sangat 
penting sekali, tanpa adanya karyawan maka suatu perusahaan tidak akan 
mampu berjalan dengan baik. Kewajiban karyawan adalah menjalankan suatu 
pekerjaan berdasarkan atas bagian-bagian yang telah ditentukan oleh 
pemimpin perusahaan, dan karyawan berhak untuk menerima upah dari 
pengusaha, apabila telah menyelesaikan pekerjaannya. 
 
       2 Sayyid Sabiq, Fikih as-Sunnah , Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm.198.  
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Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya 
dalam produksi. Secara umum, upah merupakan bentuk pemberian  financial 
kepada pekerja oleh pemberi kerja atau pengusaha atas kewajiban yang telah 
ditunaikannya.3 Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus 
dibayar atas jasanya dalam produksi. Masalah upah dalam relasi kerja antara 
buruh dan majikan sangatlah penting dan dampaknya sangat luas. Jika para 
buruh tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka akan berpengaruh 
dengan penghidupan para buruh beserta keluarganya. 
Sedangkan buruh atau karyawan adalah orang yang menerima upah 
untuk mengerjakan sesuatu pada orang lain dengan ikatan kerja tetap atau 
ikatan kerja periodik.4 Buruh ialah orang yang bekerja tanpa memiliki 
wewenang dalam pekerjaannya. Buruh dalam Islam disebut muajir atau biasa 
disebut ajir, yaitu pihak yang memberikan ijarah atau jasa.5 
Syarat sahnya ijarah ada dua yaitu jelasnya upah dan pekerjaan, dan 
apabila salah satunya tidak jelas maka rusaklah akad itu. Apabila karena suatu 
sebab akad ijarah rusak maka upah diperhitungkan secara layak (ujrah al 
misl). Adapun cara perhitungan upah adalah dengan mempertimbangkan 
berapa waktu ia telah bekerja. 
 
       3 Rifka Arifatunnisa, ” Manajemen Pengupahan Karyawan Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi 
tidak di terbitkan, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto.2015.hlm.1.  
       4 M. Thalib, Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islam, cet. Ke-2 (Solo: Pustaka 
Mantiq, 1993), hlm. 155. 
       5 Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, Fikih empat Madzhab Jilid 4 (Jakarta: Pustaka al- 
Kautsar, 2015), hlm. 170. 
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Dalam masalah upah tenaga kerja ini, Islam tidak membenarkan jika 
seorang pekerja yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat, tidak 
mendapatkan upah dari jerih payahnya itu atau dikurangi ataupun ditunda 
pembayarannya. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam sabda Rasul SAW, 
sebagai berikut: 
أ َلْب َق َُهرْجَأ َيرِجَلأا اُوطْعَأ َمهلَس َو ِهْيَلَع ُ هللَّا ىهلَص ِهللَّا ُلوُسَر َلَاق َرَمُع ِنْب ِهللَّا ِدْبَع ْنَع ْن
 ُُهقَرَع هف َِيَ 
“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 
“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu 
Majah)6 
 Dari hadist tersebut di atas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh 
dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu.7 Sama 
halnya menunda pembayaran upah pada pekerja itu tidak boleh, karena 
termasuk perbuatan zalim. Sehingga, pemilik usaha harus memberikan 
haknya sesegera mungkin sesuai dengan mekanisme yang telah menjadi 
kesepakatan bersama. 
Berkaitan tentang hal ini, di Kecamatan Nguntoronadi terdapat tiga 
usaha Contruction. Usaha ini bergerak di bidang pengelasan, menerima 
pemasangan baja ringan, menerima pesanan pembuatan pagar besi maupun 
tralis dan lain sebagainya. Dari ketiga usaha tersebut rata-rata hampir sama, 
awal pertama mendaftar kerja di tempat usaha Contruction ini tidak terdapat 
syarat apapun, akan tetapi terdapat sebuah perjanjian kerjasama, antara buruh 
 
       6 Abd.Abi Muh.Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah Bab17, (Kairo: Darul Hadits, 1998), hlm.500.  
       7 Isnaini Harahap, Hadis-hadis Ekonomi,(Jakarta: Kencana, 2017),hlm.84. 
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atau karyawan dengan pemilik usaha Contruction. Awal mula kerja, 
karyawan mendaftarkan diri dan langsung melakukan perjanjian kerja 
bersama pemilik usaha tersebut meskipun perjanjian itu hanya diucapkan 
secara lisan, isi perjanjian itu diantaranya mengenai gaji pokok, waktu 
pembayaran gaji, proses bekerja, dan jam kerja.8 Dengan adanya perjanjian 
kerja di awal, kedua pihak akan merasa saling menguntungkan satu sama lain, 
sehingga dengan pekerjaan yang baik maka karyawan akan mendapatkan 
upah sesuai yang diperjanjikan serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-
harinya ,dan pemilik usaha akan mendapatkan laba dari hasil usaha kerja 
karyawannya. 
Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
yang membahas mengenai upah, yakni suatu imbalan dari pengusaha atau 
pemberi kerja kepada pekerja/buruh dalam bentuk uang yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 
perundang-undangan, termasuk bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sehingga dalam 
hal pengupahan menurut yang ada di undang-undang, apabila pengusaha yang 
karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan 
pembayaran upah, maka dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu 
dari upah yang di dapat pekerja/buruh tersebut.9 
 
       8 Arif, Karyawan TG.Contruction, wawancara pribadi, Tanggal 22 Februari 2019, pada pukul 
12.15 WIB. 
       9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Dalam perkembangannya, masalah upah kini menjadi persoalan yang 
tak kunjung terselesaikan dalam dunia usaha. Sehingga sering terjadi 
perselisihan antara pekerja dan manajemennya yang berpangkal pada 
persoalan upah. Di zaman modern ini, banyak pengusaha yang memberikan 
upah karyawan berdasarkan patokan yang telah ditentukan oleh perusahaan 
itu sendiri. Dimana karyawan bekerja setiap hari, sedangkan untuk 
pembayaran upah akan dilakukan dengan perhitungan upah secara harian, 
mingguan atau bahkan bulanan. 
Praktiknya di lapangan pada zaman modern dewasa ini, banyak sekali 
praktik sistem pengupahan atau penggajian yang kurang tepat ataupun kurang 
sesuai dengan aturan sehingga muncullah berbagai permasalahan yang 
terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyawan, 
hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan dalam Islam bahwa 
memakai tenaga seseorang terlebih dahulu ditentukan mengenai bentuk 
kerjannya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis usahanya 
dijelaskan dan waktu pembayaran upahnya pun harus jelas ditetapkan. 
Dengan demikian tidak ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari.  
Meskipun di tempat usaha lain juga terdapat praktik pembayaran upah 
yang kurang sesuai. Akan tetapi, dalam hal ini dari hasil penelusuran 
sebelumnya dengan salah satu karyawan yang ada di salah satu tempat usaha 
Contruction yakni di tempat usaha TG. Contruction, maka dapat dikaji lebih 
lanjut. Apakah di tempat usaha TG. Contruction ini terdapat permasalahan 
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mengenai sistem pembayaran upahnya ataukah tidak, dan apakah ada indikasi 
lain terhadap sistem pembayaran upahnya. 
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, permasalahan mengenai 
praktik pembayaran upah yang ada di Kecamatan Nguntoronadi khususnya 
yang terdapat  di TG.Contruction itu dapat ditelusuri lebih mendalam dalam 
bentuk sebuah karya ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul : 
“KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN HOME 
INDUSTRI CONTRUCTION DI KECAMATAN NGUNTRONADI 
KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
DAN UNDANG-UNDANG  NO 13 TAHUN 2003” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan yang dapat diambil 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik pembayaran upah karyawan home industry 
Contruction di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri ? 
2. Bagaimana praktik pembayaran upah karyawan home industry 
Contruction dalam pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 
2003 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui praktik pembayaran upah karyawan home industry 
Contruction di Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri. 
2. Untuk mengetahui praktik pembayaran upah karyawan home industry 
Contruction dalam pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 
2003. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Hukum , khususnya 
Hukum Islam dan Undang-Undang mengenai praktik pembayaran 
upah kayawan Contruction. 
b. Sebagai bahan pustaka untuk menambah khasanah pengembangan 
keilmuan perpustakaan IAIN Surakarta. 
2. Manfaat Praktis 
a. Digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengusaha Contruction 
dalam menerapkan praktik pembayaran upah pekerjanya. 
b. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan 
mengadakan penelitian mendalam terhadap permasalahan yang sama 
pada masa yang akan datang dari aspek yang berbeda. 
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E. Kerangka Teori 
1. Upah menurut Hukum Islam 
Al-ijarah merupakan salah bentuk kegiatan muamalah dalam 
memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, 
menjual jasa dan sebagainya.10 Al-ijarah secara etimologi berasal dari kata 
al-ajru yang berarti al-‘iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Adapun 
secara terminologi, para ulama fiqh mempunyai pendapat yang berbeda.11 
Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 
untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Sedangkan 
Menurut Ulama Syafi’iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 
terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh 
dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Pendapat lain yakni 
menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan 
dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.  
Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. 
Adapun tujuan disyariatkan al-ijarah yaitu untuk memberi keringanan 
kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai 
uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang 
mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan 
 
       10 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, ( Depok: PT Raja Grafindo Persada, 
2017), hlm.80. 
       11 Abdul Rahman Gazhaly, Fiqh Muamalat, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 
hlm.277. 
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adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua 
belah pihak saling mendapatkan manfaat.12 
Ijarah dalam hal upah mengupah diberikan oleh mu’jir (si pemberi 
upah) kepada mu’tajir (yang menerima upah). Hanya saja kegiatan upah 
mengupah diberikan karena pemanfaatan tenaganya, sedangkan dalam hal 
sewa menyewa biasa digunakan untuk benda. Pemberian upah harus 
diberikan tepat waktu, Rasulullah memerintahkan agar pemberi kerja 
memberian upah bagi pekerja sebelum kering keringatnya, sebagimana 
sabda Rasul berikut ini:  
  َُهرْجَأ َيرِجَلأا اُوطْعَأ َمهلَس َو ِهْيَلَع ُ هللَّا ىهلَص ِهللَّا ُلوُسَر َلَاق َرَمُع ِنْب ِهللَّا ِدْبَع ْنَع
 ُُهقَرَع هف َِيَ ْنأ َلْب َق 
“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 
“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu 
Majah)13 
  
 Maksud dari hadits di atas yakni untuk bersegera menunaikan hak 
karyawan setelah selesainya suatu pekerjaan, serta larangan untuk menunda 
pembayaran upah karyawan karena yang demikian itu termasuk perbuatan 
zalim. Selain itu, hadits di atas juga menjelaskan. Mempekerjakan karyawan 
hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya atau juga 
bisa di maksud apabila telah ada kesepakatan pembayaran upah setiap hari, 
setiap minggu, atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut untuk 
menghilangkan keraguan maupun kekhawatiran karyawan mengenai upah 
 
       12 Ibid,. hlm.278. 
       13 Abd.Abi Muh.Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah …hlm.500. 
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yang akan mereka terima, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya 
alasan yang jelas. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau 
tidak merasa akan dirugikan. 
2. Upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 200314 
Upah merupakan salah satu hak normative buruh, upah yang 
diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika 
buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni 
suatu pekerjaan yang telah dilakukan. 
Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, menegaskan: “Upah merupakan suatu imbalan 
dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh dalam bentuk 
uang yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan”.  
Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh 
adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha 
dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak15 bagi kemanusiaan 
pekerja, menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak 
merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran 
 
       14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003… 
       15 Pasal 88 ayat 1, Undang-Undang Ketenagakerjaan 
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pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang 
melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja 
maupun keluarganya. 
Dalam hal pengupahan, apabila pengusaha yang karena kesengajaan 
atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, maka 
dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah yang di dapat 
oleh pekerja/buruh tersebut. Penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas 
dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan sama dengan 30 hari 
pengasilan sehari  
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung mengenai permasalahan yang telah dikemukakan 
di atas, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-
karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti. 
Dari segi ini, maka kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam 
penulisan penelitian. Penyusun juga akan melakukan penelaahan terhadap 
penelitian-penelitian yang relevan, kemudian penyusun melihat sisi lain yang 
berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Vidi Alamsyah yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT 
Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”. 
Skripsi IAIN Purwokerto tahun 2015. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
Upah (ujrah) merupakan kompensasi yang diberikan dari Perusahaan PT 
Royal Korindah kepada tenaga kerja dengan menerapkan sistem upah 
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menurut borongan dan menurut waktu. Penulis tertarik melakukan penelitian 
terhadap sistem upah tenaga kerja menurut waktu pada PT Royal Korindah 
dengan jumlah tenaga kerja tujuh ratus empat puluh delapan tenaga kerja 
(748) yang begitu banyak dengan besaran upah Rp. 52.500,- / hari. Akad 
ijarah yang diterapkan sudah sesuai dengan upah mínimum kabupaten 
dibolehkan menurut ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan 
syarat sah dalam akad ijarah dan tidak ada paksaan dalam melakukan akad 
ijarah. Besaran upah tenaga  kerja PT Royal Korindah dalam konteks 
maqashid syariah memberikan perlindungan atas hak asasi manusia adh-
dharurat al-khamsa (lima hal inti) kepada tenaga kerja, salah satunya telah 
menerapkan hak asasi manusia dengan melindungi hak harta benda yang 
harus dimilikinya.16 Pada skrispi yang ditulis oleh Fahmi lebih menekankan 
pada sistem pengupahan menurut borongan dan menurut waktu, yang mana 
penerpan akad (ijarah) telah memenuhi rukun dan syarat, sehingga hak harta 
dan bendanya benar-benar di lindungi. Sedangkan dalam skripsi ini lebih 
menekankan pada sistem pengupahan yang dibayarkan setiap seminggu 
sekali. 
Penelitian yang dilakukan oleh Rohimah yang berjudul “Analisis 
Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja 
Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi, Prodi Ekonomi Syariah UIN 
Raden Intan Lampung 2017, membahas mengenai mekanisme sistem upah 
 
       16 Fahmi Vidi Alamsyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada 
PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”, Skripsi tidak di terbitkan, 
IAIN Purwokerto. 
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yang didasarkan menurut hasil dari produksi. Disisi lain pemilik modal juga 
memikirkan kesejahteraan tenaga kerjanya, dalam rangka membuat para 
pekerja tetap produktif dan usaha tetap berkembang.17 Pada skripsi Rohimah 
lebih menekankan pada mekanisme sistem upah yang didasarkan menurut 
hasil produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan pada skripsi ini 
memiliki perbedaan, selain dibahas dalam perspektif Hukum Islam juga 
dibahas di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Tri Lestari dengan judul “Konsep 
Standarisasi UMR Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya Di Yayasan 
Pondok Mulya”. Skripsi Prodi Muamalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
tahun 2011, bahwa ketetapan Pondok Mulya dilihat dari system ekonomi 
Islam dan dari sudut pandang konsepnya sudah adil dan layak. Adil, yaitu 
dengan memberikan upah tepat pada waktu pembayaran yaitu sebulan sekali, 
dengan cara perhitungan sesuai dengan semestinya upah tanpa dikurangi 
sesuai dengan kesepakatan kerja di awal. Sedangkan layak, dalam hal ini 
Yayasan Pondok Mulya dalam memberikan gaji telah mengikuti standar yaitu 
standar UMR.18 Dalam skripsi Tri Lestari ini, dijelaskan bahwa sistem 
pengupahannnya belum memenuhi konsep adil, karena pemberian upah tidak 
 
       17 Rohimah, “Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja 
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan 
Kemiling),” Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung. 
       18 Tri Lestari “Konsep Standarisasi UMR Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya Di 
Yayasan Pondok Mulya”,  Skripsi tidak di terbitkan, Prodi Muamalah UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 
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diberikan pada waktu pembayaran sehingga sering mengalami keterlambatan 
pembayaran upah. Sedangkan dalam skripsi ini perbedaannya yakni terletak 
pada Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan bahwa sistem 
pengupahannya belum memenuhi standart kelayakan, karena upah yang 
harusnya dibayarkan setiap seminggu sekali akan tetapi sering mengalami 
keterlambatan dan sering dibayarkan secara casbon. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rauji yang berjudul “Analisis 
Pengupahan Peternak Ayam (Studi Kasus di Desa Mojokerto Kecamatan 
Kedawung Kabupaten Sragen)”. Skripsi, Prodi Muamalah IAIN Surakarta 
tahun 2016, menjelaskan bahwa ketetapan upah disini belum adil sehingga 
peternak tidak bisa memahami upah secara adil itu sendiri sehingga pada 
akhirnya tidak mengeluarkan zakat ternak.19 Dalam skripsi Ahmad Rauji ini 
lebih menekankan permasalahan mengenai bagaimana pemberian upah 
secara adil sehingga dapat mengeluarkan zakat ternak. Sedangkan dalam 
skripsi ini, perbedaannya terletak pada sistem pengupahan yang di dasarkan 
pada Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.   
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nadzief dalam skripsinya 
yang berjudul “Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa 
Pekajangan Kabupaten Kabupaten Pekalongan”. Skripsi, Fakultas Syariah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Membahas mengenai sistem 
 
       19 Ahmad Rauji, “Analisis Pengupahan Peternak Ayam (Studi Kasus di Desa Mojokerto 
Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen)”, Skripsi tidak di terbitkan Prodi Muamalah IAIN 
Surakarta.  
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pengupahan bagi pekerja borongan di Koperasi Batik Desa Pekajangan 
Kabupaten Pekalongan, sistem tersebut telah sesuai dengan kriteria keadilan 
dalam Islam dan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten 
Pekalongan. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan dan meningkatnya 
tingkat kesejahteraan hidup para pekerja.20 Dalam skripsi Muhammad 
Nadzief ini, lebih menekankan pada sistem upah sesuai dengan kriteria 
keadilan dalam Islam dan UMR Kabupaten. Sedangkan dalam skripsi ini 
perbedaannya terletak pada standart kelayakan pemberian upah, upah yang 
diberikan tidak sesuai dengan yang ada di awal perjanjian.  
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang 
dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. 
Metode penelitian yaitu pengetahuan tentang berbagai metode yang 
dipergunakan dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian (research) 
berarti mencari, menjelajah dan menemukan makna kembali secara berulang-
ulang. Penemuan secara berulang-ulang dilakukan untuk membangun sebuah 
hokum, dalil, generalisasi, memvalidasi dan menguji teori yang sudah ada. 
Upaya ini dilakukan secara siklikal dan progresif.21 
 
 
 
       20 Muhammad Nadzief, “Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan 
Kabupaten Pekalongan”, Skripsi tidak di terbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta.2015. 
       21 Sofyan A.P, Metode Penelitian Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka: 2013), hlm.3 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
lapangan (field research). Dinamakan studi lapangan karena tempat 
penelitian ini di lapangan penelitian kehidupan. Karena itu data yang 
dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan 
penelitian. 
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 
bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik 
populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktial dan cermat.22 Dalam 
penelitian ini akan dijelaskan mengenai praktik pembayaran upah 
karyawan Contruction. 
2. Sumber Data 
Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, serta dapat dibedakan antara 
data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan 
pustaka.23 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
dari obyek yang diteliti berupa teks hasil wawancara dan diperoleh 
melalui wawancara dengan informasi yang sedang dijalankan sempel 
 
       22 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi (Dilengkapi Contoh Analisis Statistik), 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.22. 
       23 Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm.1. 
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peneliti.24 Dalam hal ini data primer diperoleh peneliti dari observasi 
maupun wawancara langsung dengan karyawan dan pemberi upah 
(pengusaha) yang ada di tempat usaha Contruction yang diteliti. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan 
melalui kepustakaan yaitu yang bertujuan untuk mengumpulkan data-
data dan informasi dengan bantuan buku-buku, jurnal, skripsi dan 
lainnya. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Interview (wawancara) 
Metode interview (wawancara) merupakan salah satu teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan 
yang di wawancarai.25 Wawancara merupakan alat pembuktian 
terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, seperti 
data-data yang didapat dalam observasi. 
Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam, yaitu 
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya 
jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau 
orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman 
wawancara.26 Wawancara dilakukan dengan karyawan yang ada di 
 
       24 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006) hlm.209. 
       25 Ibid., hlm.138. 
       26 Ibid., hlm.139. 
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tempat usaha Contruction. Wawancara juga dilakukan pada pemilik 
usaha Contruction guna mendapatkan informasi. 
b. Dokumentasi  
Dokumentasi asal katanya dari dokumen yang artinya barang-
barang tertulis, foto, brosur dan sebagainya. Dokumentasi dalam hal ini 
berupa pengumpulan data yang mengenai hal-hal yang ada kaitannya 
dengan objek penelitian.27 Dokumen yang digunakan yakni berupa slip 
gaji karyawan. 
4. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul maka peneliti akan menganalisis 
semua data dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu teknik 
dengan menggambarkan seluruh aspek peneliti yang ada, sehingga dapat 
memberi gambaran antara yang seharusnya dan senyatanya yang terjadi di 
Perusahaan. Dengan analisis data peneliti dapat menemukan masalah 
masalah yang muncul di perusahaan dan mendapatkan informasi sesuai 
dengan tujuan penelitian.  
Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah 
menggunkan metode deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum 
atau generalisasi, yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau 
fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Yaitu dari kegiatan yang 
 
       27 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2013), hlm.74. 
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berlangsung dan dilakukan oleh Home Industri Contruction Nguntoronadi 
dengan ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.   
H. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan pada penelitian ini, penulis menguraikan dalam lima 
bab secara berurutan agar lebih mudah untuk dipahami dan memberikan 
gambaran komprehensif yang berkenaan dengan penelitian ini, yang disusun 
sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II Landasan Teori, berisi landasan dasar upah baik dalam 
perspektif Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
yang menguraikan mengenai pengertian upah dan dasar hukum upah/ijarah, 
syarat dan rukun upah/ijarah, hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban 
pengusaha pihak yang dapat menentukan upah. 
Bab III Deskripsi Data Penelitian, karena penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan, maka dalam bab ini akan digambarkan mengenai profil 
atau gambaran umum tempat penelitian serta praktik pembayaran upah 
karyawan yang dilakukan di beberapa usaha Contruction yang ada di 
Kecamatan Nguntoronadi.  
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Bab IV  Analisis, berisi analisa data penelitian mengenai praktik 
pembayaran upah karyawan yang dilakukan di usaha Contruction, dalam 
perspekif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 
Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang 
disertai dengan saran-saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan yang memberikan manfaat bagi pengusaha, maupun penulis 
serta pembaca. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Upah Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Upah atau Ijarah 
Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwad atau upah, 
sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan 
muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-
menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebaginya.1 
Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis 
ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah 
mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Definisi 
ini menggunakan istilah-istilah ajr, ujrah, dan ijarah. Kata ajara-hu 
digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah 
ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negative. 
Kata al-ajr (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, 
sedangkan kata ujrah (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.2 
Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-
mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang 
menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. 
 
       1 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah …, hlm.80. 
       2 A. Riawan Amin, Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan 
Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam), (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (Pt 
Mizan Publika), 2010), hlm.145.   
22 
 
Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah “menjual manfaat 
dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.3 
Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
(manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya 
pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa ijarah  
adalah akad atas manfaat disertai imbalan.4    
Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa 
sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus 
diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh 
penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. 
Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, 
bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah 
kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. 
Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah 
benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam 
hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.5  
Upah merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang 
memberi pekerjaan (pengusaha) kepada seorang pekerja atas jasanya 
(pekerjaan yang telah dilakukan). Dari pengertian di atas dapat dipahami 
 
       3 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.122. 
       4 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 
hlm.387. 
       5 M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 
Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.180. 
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bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya 
dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja 
diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah yakni harga dari 
tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. 
Beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh Ulama Fiqih: 
a. Menurut Ulama Syafi’iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau 
transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 
mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan 
tertentu.6 
b. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah yaitu suatu 
akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan 
disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara 
penggantian (bayar).7 
c. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah, ijarah yaitu suatu 
akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan 
mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), 
dan dengan penggantian yang jelas pula. 
Definisi ijarah menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir 
sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu 
transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang 
telah ditentukan dan memberikan imbalan. 
 
       6 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh… hlm.277. 
       7 Abdurahman Al-Jazairi, Kitab al-Fiqih Ala Al-Mazhab al-Arba’ah Jilid 3, (Beirut: Dar Al-
Fikr, 1991), hlm.94. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan 
manfaat (jasa) dari seorang mu’ajir (pemberi upah) oleh seorang 
musta’jir (penerima upah) yang jelas dan sengaja dengan cara 
memberikan penggantian (kompensasi/upah). Antara sewa dan upah juga 
terdapat perbedaan makna oprasional, sewa bisa di gunakan untuk benda, 
seperti halnya kos-kosan, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, 
seperti karyawan yang bekerja di pabrik upahnya dibayar satu kali dalam 
seminggu. Sehingga dapat dipahami bahwa al-ijarah adalah menukar 
sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa indonesia berarti sewa 
menyewa dan upah-mengupah.8 
2. Dasar Hukum Ijarah 
Dasar-dasar hukum atau rujukan yang digunakan dalam ijarah   
yakni Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Al-Ijma’. 
a. Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an diantaranya yaitu: 
1) Qs. Al-Thalaq ayat 6: 
... َّنُهَروُجُأ َّنُهُوتآَف ْمُكَل َنْعَضَْرأ ْنَِإف... 
Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. 
 
2)  Qs. Al-Qashash ayat 26: 
 ُهْرِجْأَتْسا ِتََبأ َيَ َاُهُاَدْحِإ ْتَلَاق  ُيَِمْلْا ُّيِوَقْلا َتْرَجْأَتْسا ِنَم َْيَْخ َّنِإ  
Salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambillah 
dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk 
dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. 
 
       8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindopersada, 2010), hlm.115. 
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Maksud dari ayat diatas yang berkaitan dengan ijarah  yaitu 
apabila sudah mengetahui hak dan kewajiban para karyawan-
karyawannya, maka perlu diketahui hak dan kewajiban para 
pengusaha. Adapun hak dari seorang pengusaha yaitu memperoleh 
keuntungan dari usahanya baik yang berupa material maupun non 
material. Sedangkan kewajiban bagi pengusaha terhadap para 
karyawan-karyawannya yaitu membayar upah, karena upah 
merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh para 
karyawan dan merupakan kewajiban bagi pengusaha terhadap para 
karyawan-karyawannya kewajiban bagi pengusaha terhadap para 
karyawan-karyawannya yaitu membayar upah, karena upah 
merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh para 
karyawan dan merupakan kewajiban bagi pengusaha terhadap para 
karyawan-karyawannya. 
b. Dasar hukum ijarah dalam Al-Hadits:9 
1) Hadits Riwayat Ibnu Majah10 
 ْنَأ َلْب َق َُهرْجَأ َيِْجَْلْا اُوطَْعأ ام نبا هاور(  ُُهقَرَع َّفَِيَج)ه   
“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya 
kering”.  
 
2) Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim 
 )ملسم و يراخبلا هاور( ُهَرْج َأ َما َّجُْلْا ِط ْع َاَو ْم َج ِت ْح ِإ 
 
       9 Ibid., hlm. 116. 
       10 Abd.Abi Muh.Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah …hlm.500. 
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“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya 
kepada tukang bekam itu”. 
   
Maksud dari hadis di atas yaitu perintah untuk bersegera 
menunaikan hak karyawan setelah selesainya pekerjaan. Entah itu 
harian, mingguan, maupun bulanan, ataupun lainnya. Dan larangan 
menunda-nunda pembayaran upah karyawan, karena menunda-
nunda pembayaran upah karyawan, bagi pengusaha yang mampu 
adalah suatu kezaliman. Karena memperlambat pembayaran upah 
dapat menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja. 
Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara 
sewenang-wenang kepada pekerja dilarang, kecuali keterlambatan 
tersebut ada dan diatur dalam akad (perjanjian). Begitu juga dengan 
penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha, harus terlebih 
dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib 
membayar upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.11  
Sebenarnya dalam Islam, majikan tidak boleh mengingkari 
waktu pembayaran upah yang telah disepakati. Jika ditunda, hal itu 
menjadi hutang majikan kepada pekerja sebesar jumlah upah yang 
ditunda tersebut. Setelah pekerja melunasi pekerjaan dengan 
persyaratan pekerjaan itu, majikan haruslah menepati janjinya.12  
 
 
       11 Hadi Muttaqin Hasyim, “Perjanjian Dalam Islam”, 
http://www.muttaqinhasyim.wordpress.com, 27 September 2019. 
       12 Ibid., 
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c.  Landasan ijma’ 
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah  
dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang 
dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan 
halal. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan 
(ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang 
berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Sebagaimana di 
ungkapkan Sayyid Sabiq: “ Dan atas disyari’atkannya sewa 
menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) 
pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’  para Ulama 
ini”, karena Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas 
barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.13  
3. Rukun dan Syarat Ijarah 
Menurut Jumhur Ulama rukun merupakan unsur yang membentuk 
sesuatu, sehingga sesuatu itu bisa terwujud karena adanya unsur-unsur 
tersebut yang membentuknya. Rukun merupakan suatu ketentuan yang 
harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak 
terpenuhi maka ibadah/pekerjaannya tersebut tidak sah.14 Menurut 
Hanafiyah rukun ijarah hanya ada satu yakni ijab dan qabul dari kedua 
 
       13 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Alma’arif, 1987), hlm.15. 
       14 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh 
Muamalat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.95. 
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belah pihak yang bertransaksi, antara lain dengan menggunakan kalimat: 
al-ijarah, al-isti’jar, al-iktira’, dan al-ikra. 
Sebagai bentuk transaksi, ijarah dianggap sah harus memenuhi 
rukun, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun 
menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:15 
a. ‘Aqid (orang yang berakad) 
Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah 
mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut 
mu’ajir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu 
dan menyewa sesuatu disebut musta’jir. Sedangkan syaratnya 
menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yakni telah baligh dan 
berakal. Apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak 
kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama 
Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang 
berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak 
yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah, hanya 
pengesahannya perlu persetujuan walinya.16  
b. Sighat (ijab dan qabul) 
Pernyataan kehendak yang lazimnya dapat melalui ucapan, 
utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, maupun dengan diam-
diam semata. Dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu 
 
       15 Rachmat Syafe’I, Fiqih …, hlm.125. 
       16 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh… hlm. 279. 
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yang ditentukan.17 Syarat kedua belah pihak yang berakad yakni 
menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah 
seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad al-
ijarahnya tidak sah.   
c. Ujrah (upah) 
Yaitu suatu yang diberikan musta’jir (orang yang menerima 
upah) atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh 
mu’ajir (orang yang memberi upah). Syarat upah dalam ijarah harus 
jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat 
manfaat/nilai ekonomi. 
d. Manfaat 
Untuk mengontrak seseorang musta’jir harus diketahui bentuk 
kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis 
pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena 
transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.18 Syarat 
manfaat sendiri yakni harus diketahui, sehingga tidak muncul 
perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek 
tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat 
dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan 
berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.  
 
       17 Moh. Saefulloh, Fikih Islam Lengkap, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm.178. 
       18 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. 
Raja Grafindopersada, 2003), hlm.231. 
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Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan keempat rukun ijarah di 
atas. Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa 
harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin 
pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak, serta terpelihara 
maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.19 Dalam kerangka ini, 
ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan 
aktivitas ijarah, yakni: 
1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas 
kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah 
boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya 
atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-
pihak yang berakad atau dari pihak lain. 
2) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang 
datang dari mu’ajir atau pun dari musta’jir. Kedua pihak yang 
melakukan akad ijarah pun dituntut memiliki pengetahuan yang 
memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, 
sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak 
mendatangkan perselisihan di kemudian hari.  
3) Sesuatu yang di akadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan 
realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang 
seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat 
diserahterimakan, berikut segala manfaatnya. 
 
       19 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.35. 
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4) Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi ijarah mestilah 
berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti 
bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau 
perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti 
tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik 
kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. 
Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah 
untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama. 
5) Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu 
yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak 
bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini 
imbalan ijarah bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah 
atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan 
sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas 
kerelaan dan kejujuran.20  
4. Kewajiban dan Hak Pekerja dalam Islam21 
Kewajiban dan hak adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal 
balik dalam suatu transisi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban 
bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban suatu pihak menjadi 
hak bagi pihak lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui 
keberadaannya dalam hukum Islam. 
 
       20 Ibid., hlm.36. 
       21 Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, 
Jurnal Al-Ahkam, (Sunan Kalijaga Yogyakarta) Vol. 9 Nomor 2, 2017, hlm. 
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Kewajiban dan hak para pekerja hendaklah jelas agar para pekerja 
menjalankan pekerjaan-pekerjaan mereka sebagaimana mestinya dan 
dapat dilakukan pengawasan terhadap para pekerja.  
a. Adapun kewajiban pekerja diantaranya yaitu:  
1) Mengerjakan pekerjaan dengan hati-hati dan rajin dengan 
perhatian dan kemampuan yang semaksimal mungkin.22 
2) Jujur dan amanah dalam bekerja 
Islam menekankan kepada pekerja untuk melakukan 
pekerjaannya dengan hati-hati dan rajin, serta dengan kejujuran 
dan amanah.23 Islam menilai bahwa memahami amanah kerja 
merupakan jenis ibadah yang paling utama. Dalam bekerja 
agama Islam mengarahkan individu dan masyarakat untuk 
melaksanakan amanah yang telah diberikan secara baik dan 
benar. Hal ini biasa dilakukan jika karyawan bekerja secara 
profesional dan jujur, serta melakukan pekerjaan sesuai dengan 
peraturan yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. 
3) Mendalami agama dan profesi  
Mendalami agama merupakan kewajiban setiap muslim 
apapun profesinya. Menekuni dan memahami pekerjaan yakni 
pekerja dituntut agar senantiasa mengikuti dinamika kerja. Ia 
dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam 
 
       22 Isnaini Harahap, Hadis-Hadis Ekonomi, Cet. Ke 2  (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.85. 
       23 Ibid., hlm.86. 
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bekerja. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-
Taubah ayat 105: 
... َنوُنِمْؤُمْلٱَو ۥُهلوُسَرَو مُكَلَمَع ُ َّللَّٱ َىَيَْسَف ْاوُلَمْعٱ ِلُقَو 
“Katakanlah (Muhammad)! “Bekerjalah kamu maka Allah akan 
melihat pekerjaan (amal) mu dan juga rasul serta orang-orang 
muslim.”  
 
b. Hak-hak pekerja atau ajīr ( ریجا ) diantaranya yaitu:24 
1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya 
menikmati kehidupan yang layak. 
2) Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan 
fisiknya dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani 
pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan 
dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau kedua-
duanya. 
3) Dia harus diberi pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar 
biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. 
4) Penentuan layak harus di buat untuk membayar pensiunan bagi 
para pekerja. 
5) Para majikan harus di dorong mengeluarkan shodaqohnya 
(sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-
anaknya. 
6) Mereka harus membayar dari keuntungan asuransi 
pengangguran yang berasal dari dana zakat. 
 
       24 Ibid., 
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7) Mereka harus ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi 
dalam pekerjaan. 
5. Kewajiban dan Hak Pengusaha dalam Islam 
a. Kewajiban Pengusaha 
1) Memberikan upah kepada pekerja setelah selesainya pekerjaan, 
tanpa harus mengurangi maupun menunda pembayaran upahnya. 
2) Memberikan fasilitas kerja yang diperlukan. 
3) Memperlakukan buruh dengan baik, tanpa adanya diskriminasi. 
b. Hak Pengusaha 
1) Berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan 
2) Berhak untuk mengatur/memerintah karyawan atau tenaga kerja 
dengan tujuan mencapai target. 
6. Tingkatan Upah dalam Hukum Islam 
Tingkatan upah dalam pandangan Afzalur Rahman mempunyai 
tiga tingkatan. Tiga tingkatan tersebut atas dasar makna yang terkandung 
dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Tiga tingkatan upah dalam pandangan 
Afzalur Rahman meliputi:  
a. Tingkat Upah Minimum 
Dalam hubungan industrial, pekerja menempati posisi yang 
lemah. Ia hanya bermodal tenaga dan pikiran untuk melakukan 
pekerjaan. Berbeda dengan pengusaha, ia bermodal materi untuk 
melakukan pekerjaan bahkan mempekerjakan orang lain yang 
membutuhkan upah. Islam memberikan perhatian kepada pekerja 
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dengan melindungi haknya. Oleh karena itu, negara sebagai wakil 
Allah Swt di bumi harus melindungi pekerja. Allah Swt berfirman 
dalam QS. Thaha ayat 118-119: 
 ْع َت َلََّو اَهيِف َعوَُتَ َّلََّأ َكَل َّنِإ ٰىَر١١٨   َلَّ َكََّنأَو ٰىَحْضَت َلََّو اَهيِف ْاُؤَمْظَت١١٩  
“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak 
akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga 
dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. 
 
Afzalur Rahman memaknai kata tazmau (  عمزت ) bukan berarti 
dahaga terhadap air saja, tetapi dahaga terhadap pendidikan dan 
pengobatan juga. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban negara 
untuk memenuhinya supaya kehidupan rakyat terpelihara dengan 
menetapkan upah mínimum yang dapat memenuhi kebutuhan 
pekerja selain kebutuhan pokok akan terpenuhi, pendidikan dan 
kesehatan anak akan terpenuhi.25  
Dalam Qs. Hud ayat 6, Allah berfirman: 
اَد نِم اَمَو  ةَّب  ِف  َْلْٱ ِضْر  ِْزر َِّللَّٱ ىَلَع َّلَِّإاَه ُق  ُمَلْع َيَو اَهَّرَق َتْسُم   لُك اَهَعَدْو َتْسُمَو  ِف 
  بَٰتِك   يِبُّم  
”Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan 
Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat 
berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya 
tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). 
 
Ayat di atas menjadi peringatan kepada suatu negara untuk 
melakukan pemerataan harta terhadap rakyat. Dengan demikian, 
negara bertanggung jawab atas upah yang diterima pekerja. Upah 
tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebuah 
 
       25 Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam Volume II, Terj. Nastangin Soeroyo, 
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). hlm.366. 
36 
 
negara tidak boleh membiarkan upah di bawah upah minimum. 
Sebab, perhitungan upah minimum atas dasar taraf harga dan biaya 
hidup. Jika pengusaha memberikan upah sama dengan upah 
minimum atau pemberian upah lebih sedikit dari jumlah upah 
minimum, maka kehidupan pekerja akan tetap sama, tidak 
mengalami perubahan yang baik, bahkan kondisi ekonomi akan 
memburuk, karena harga kebutuhan pokok setiap tahun naik. 
Dalam hubungan industrial, semua manusia sama. Mereka 
mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah 
Swt telah memerintahkan secara tegas bahwa semua manusia harus 
berbuat kebajikan dan keadilan. Namun jangan mengharapkan 
imbalan, melainkan mengharap rida Allah Swt. Oleh karena itu, 
pengusaha yang menerapkan nilai Islam harus memberikan upah 
yang sesuai dengan pekerjaan, dan tidak ada pengusaha Islam yang 
akan memberi upah rendah.26 
b. Tingkat Upah Maksimum 
Penetapan upah maksimum bagi pekerja ditentukan oleh 
sumbangsih pekerja dalam proses produksi.27 Dengan demikian, 
jumlah upah maksimum bagi pekerja akan sangat bervariasi, karena 
tingkat kerajinan seorang pekerja berbeda-beda. Allah Swt 
berfirman: 
 
 
       26 Ibid., hlm.368-371. 
       27 Ibid., hlm.372. 
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1) Qs. Al-Najm ayat 39: 
 ْيَّل نَأَو َس  ِن َٰسنِْلِْل  َّلَِّإ اَم  ٰىَعَس  
”Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 
apa yang telah diusahakannya.  
 
2) QS. Yasin ayat 54: 
 ْلَٱف َمْو َي  ْظُت َلَّ ُمَل   سْف َن ىيَش   ا  َلََّو  ُْتَ َنْوَز  َّلَِّإ اَم   ْمُتنُك  َنوُلَمْع َت  
“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun 
dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu 
kerjakan. 
 
3) QS. al-Naḥl ayat 96: 
  قَبَ َِّللَّا َدْنِع اَمَو  ُدَف ْ ن َي ْمَُكدْنِع اَم  اُوناَك اَم ِنَسْحَِبِ ْمُهَرْجَأ اُوَبََص َنيِذَّلا َّنَِيزْجََنلَو
 َنوُلَمْع َي 
”Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah 
adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan 
kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan. 
 
Ketiga ayat di atas merupakan kewajiban bagi pengusaha. 
Seorang pengusaha harus memberikan upah yang baik kepada 
pekerja supaya pekerja dapat menikmati kehidupan yang 
menyenangkan.28 Namun, pengusaha juga tidak terlalu tinggi 
memberikan upah kepada pekerja supaya pekerja tidak terjangkit 
penyakit konsumsi tingkat tinggi.  
Afzalur Rahman mengatakan: “Sudah merupakan suatu 
hukum alam yang mendasar bahwa siapa pun yang melakukan suatu 
 
       28 Ibid., hlm373. 
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usaha akan menanggung konsekuensi sesuai dengan perbuatannya, 
tak terkecuali segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan 
tenaga kerja. Setiap pekerja akan menerima sesuai dengan apa yang 
telah dilakukan”.29 
Pengusaha tidak membayar hak sesungguhnya kepada 
pekerja adalah tindakan orang-orang yang melakukan 
penyelewengan dan merupakan perbuatan yang merusak bumi 
sehingga dianggap perbuatan zalim. Seorang pengusaha yang 
menahan hak pekerja termasuk pengusaha yang tidak beriman. 
Sebaliknya, pengusaha yang bermurah hati dalam memberikan upah 
kepada pekerja, bahkan melebihi dari haknya maka pengusaha itu 
telah menerapkan iman dalam kehidupannya. 
c. Tingkat Upah Sesungguhnya 
Tingkat upah yang sesungguhnya merupakan pergerakan 
upah yang dibatasi oleh kedua tingkatan, yaitu tingkat upah 
minimum dan tingkat upah maksimum. Seorang pekerja tidak boleh 
menerima upah di bawah tingkat upah minimum supaya pekerja 
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang pekerja juga tidak 
boleh melebihi batas upah tertinggi supaya menyelamatkan 
kepentingan pengusaha dan supaya pekerja terjaga dari tindakan 
konsumsi tingkat tinggi. 
 
       29 Afzalur Rahman, Muhammad: Ensiclopedia of Seerah Volume II, Terj. Dewi Nurjulianti et 
al, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997), hlm.300. 
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Afzalur Rahman mengatakan: “Upah yang sebenarnya akan 
berkisar di antara batas-batas (minimum dan maksimum) tersebut 
sesuai dengan hukum penawaran dan penerimaan pekerja yang 
sudah tentu dipengaruhi oleh taraf hidup yang biasa dari kelompok 
pekerja, kekuatan efektif dari organisasi mereka serta sikap para 
majikan yang mencerminkan keimanan mereka kepada Allah Swt 
dan hari akhir”.30 
Dalam penentuan tingkat upah sesungguhnya ditentukan oleh 
dua kekuatan, yaitu tingkat upah minimum dan tingkat upah 
maksimum berdasarkan standar hidup sehari-hari dari para pekerja 
secara terus-menerus.31   
Dalam tingkatan tersebut ditetapkan berdasarkan pada prinsip 
keadilan dalam masyarakat (pekerja/majikan) dengan perjanjian 
yang disepakati bersama baik dalam penentuan besaran upah yang 
didapat ataupun aturan yang lainnya. Dalam posisi ini, tentu 
pemerintah ikut andil dan memiliki peran penting lebih khusus 
dalam penetapan upah dari masing-masing tingkatan yang dimaksud. 
Keikutsertaan pemerintah dalam hal ini agar dapat terciptanya rasa 
keadilan, kesejahteraan, dan mengurangi terjadinya konflik dalam 
lingkup ketenagakerjaan. 
 
 
 
       30 Ibid., 301. 
       31 Ibid., 
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7. Sistem Penetapan Upah dalam Islam 
Di dalam Islam, pembahasan mengenai penetapan upah pekerja 
tidak diberikankan ketentuan secara rinci maupun tekstual baik dalam Al-
Qur’an maupun Sunnah Rasul. Akan tetapi, sistem penetapan upah dalam 
Islam secara umum, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai 
Ketentuan mengenai akad dalam kontrak kerja harus jelas 
berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada 
pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran 
upah yang akan diberikan dalam kontrak kerja adalah dari hadist.32 
Rasulullah SAW memberikan contoh mengenai penentuan upah para 
pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. 
Sebagaimana sabda Rasul berikut: 
     َُهرْجَأ ُهْمِلْع ُيْل َف ا يِْجأ َرَجأَتْسا ِنَم  
Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia 
memberitahukan upahnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).33 
 
Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW telah menjelaskan, 
agar majikan terlebih dahulu memberikan informasi mengenai 
besarnya upahyang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai 
melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi mengenai 
besaran upah yang akan diterima, diharapkan dapat memberikan 
dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan 
 
       32 Dwi Condro Triono, Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 
2, (Yogyakarta : Irtikaz, 2016), hlm. 293. 
       33 Kahar Masyhur, Bulughul Maram, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm.515. 
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dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan 
kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. 
b. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering 
Dalam Al-qur’an dan hadis, dijelaskan bahwa Rasulullah 
SAW menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para 
pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya, 
sebagaimana sabda Rasul berikut : 
 ... َّنُهَروُج ُأ َّنُهوُتآ َف ْمُك َل َنْعَضْرَأ ْن ِإ َف... 
…Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu 
makaberikanlah kepada mereka upahnya… (Qs.at-Thalaq: 6). 
 
)هجام نبا هاور(   ُه ُقَرَع َّف َِيَ ْن َأ َل ْب  َق ُهَرْج َأ َيْ ِجَْلْا اوُط ْع َأ 
Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering 
(HR.Ibnu Majah).34 
 
Maksud dari Al-qur’an dan hadist tersebut yakni untuk 
bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, 
begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian 
upah setiap hari atau setiap seinggu sekali atau bahkan setiap 
bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja 
atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau 
akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang 
dibenarkan. 
Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan 
waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja 
 
       34 Abd.Abi Muh.Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah …hlm.500  
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dengan yang memperkerjakan. Dalam kandungan al-qur’an dan 
hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran, bahwa 
jika mempekerjaan seorang pekerja hendaklah memberikan upah 
dari hasil kerjanya sesegera mungkin. Sehingga kedua belah pihak 
tidak ada yang akan saling menzolimi atau merasaakan dirugikan 
satu sama lain. 
c. Memberikan Upah Yang Adil 
Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus 
menindas pihak manapun. Setiap pekerja memperoleh bagian yang 
sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidak adilan 
terhadap pihak lain. Sehingga, seorang majikan tidak dibenarkan 
bertindak kejam terhadap pekerja dengan menghilangkan hak 
sepenuhnya dari bagian mereka sebagaimana mestinya. Prinsip 
keadilan dalam pemberian upah tercantum dalam potongan ayat 
firman Allah Swt. QS. Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut : 
 َوُه ْاوُلِدْعٱ ...... ٰىَوْقَّ تِلل ُبَر َْقأ  
...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa… 
 
Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk 
diimplementasikan. Uzair menegaskan bahwa satu filosofi Islam 
yang paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah keadilan.35 
Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu : 
 
       35 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistem Penggajian Islam, (Jakarta : Raih Asa 
Sukses, 2008), hlm.30. 
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1) Adil Bermakna Jelas dan Transparan, Artinya sebelum pekerja 
dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan 
diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara 
pembayarannya. 
2) Adil Bermakna Proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus 
dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.  
Prinsip keadilan dalam Islam, tercantum dalam firman Allah 
Swt. QS. Al-Jatsiyah ayat 22 sebagai berikut : 
 َقَلَخَوٱَو ِت َٰو َٰمَّسلٱ ُ َّللَّٱ َضْرَْلْ ِٱب ِ قَْلْ  ْجُِتلَو ٰىَز   ُّلُك َابِ ِسَفن   ْتَبَسَك  ْمُهَو  َلَّ 
  َنوُمَلُْظي  
Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 
benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 
dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. 
 
Ayat diatas menjelaskan mengenai upah yang layak kepada 
setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam 
proses pekerjaanya. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa 
diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu dianggap 
ketidakadilan. Ayat tersebut memperjelas bahwa upah setiap orang 
harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam 
kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga 
tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Ditentukan 
berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi 
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dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa 
yang telah dikerjakannya.36 
d. Memberikan Upah Yang Layak 
Upah seorang karyawan hendaknya memenuhi konsep 
kelayakan, yang dimaksud layak di sini setidaknya terdiri atas tiga 
aspek, yaitu: mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), 
papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus 
layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya. Allah Swt 
berfirman dalam QS. Asy-Syua’ra ayat 183 sebagai berikut : 
 ْب َت َلََّو ْاوُسَخ  ْشَأ َساَّنلٱاَي ْمُهَء  َلََّو  ْع َت ْو َث ْا  ِف ٱ َلْ ْر ِض  ْفُم َنيِدِس  
dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 
kerusakan. 
 
Ayat di atas merupakan larangan seseorang untuk tidak 
merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang 
seharusnya diperolehnya. Seperti halnya hak-hak dalam upah/gaji, 
bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh di bawah gaji yang 
biasa diberikan. 
B. Upah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  
1. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja 
a. Hubungan Kerja 
Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,yang 
dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 
 
       36 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti 
Wakaf,1995), hlm.364. 
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dengan pekerja/buruh yang perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 
pekerjaan, upah, dan perintah.37 Sedangkan Hubungan Kerja menurut 
Prof. Imam Soepomo,S.H, adalah suatu hubungan hukum antara buruh 
dan majikan. Hubungan kerja bertujuan untuk menunjukkan 
kedudukan antara buruh dan majikan, dan pada prinsipnya akan 
menunjukkan apa yang merupakan hak dan kewajiban buruh terhadap 
majikan, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban majikan terhadap 
buruh. 
Hubungan kerja terjadi apabila buruh dan majikan saling 
mengikatkan diri melalui suatu perjanjian kerja. Perjanjian tersebut 
memuat tentang kesanggupan pihak majikan untuk membayar upah 
kepada buruh sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang 
dibebankan kepadanya. 
Sisi lain dari hubungan kerja tersebut dapat mengandung arti 
bahwa dalam menjalankan pekerjaanya, si buruh berada di bawah 
pimpinan majikan maka ia harus tunduk kepada majikan. Namun tidak 
berarti bahwa semua pekerjaan yang dilakukan atas dasar suatu 
perjanjian pasti ada hubungan kerja antara pelaksana pekerjaan dan 
pemberi pekerjaan.38 
 
 
 
       37 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: 
PT.RajaGrafindoPersada, 2007), hlm.44. 
       38 J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa, ( Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1992), hlm.156. 
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b. Perjanjian Kerja 
Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
menentukan: “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”39 Perjanjian kerja yang dibuat 
oleh pengusaha dengan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan 
dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan 
serikat pekerja/serikat buruh yang ada pada perusahaan. Demikian 
pula perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha.40 
Pengertian perjanjian kerja yang umum, dapat dijumpai dalam 
Pasal 1601a KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian yang diadakan 
antara buruh dan majikan yang isinya bahwa masing-masing pihak 
(buruh dan majikan) saling mengikatkan diri. Buruh mengikatkan diri 
untuk melakukan pekerjaan tertentu di bawah pimpinan majikan, dan 
majikan mengikatkan diri untuk memberi sejumlah uang sebagai upah 
kepada buruh. 
Dari rumusan tersebut di atas dapat terlihat bahwa kedudukan 
buruh lebih rendah daripada kedudukan majikan karena dalam 
melaksanakan pekerjaannya, si buruh berada di bawah pimpinan 
majikan jadi ia harus tunduk dan menurut perintah majikan. Dari sisi 
lain, pihak buruh dalam hal tersebut berada pada pihak yang lemah, 
 
       39Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum ... hlm.49. 
       40Ibid,.hlm.44.  
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maka perlu mendapat perhatian demi keselamatannya dari ancaman 
penindasan majikan.41 
Sedangkan Imam Soepomo merumuskan bahwa perjanjian kerja 
adalah: “Suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan majikan, di 
mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan 
dengan menerima upah dan di mana majikan menyatakan 
kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar 
upah.”42 
2. Sistem Pemberian Upah dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan 
a. Upah  
Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari 
kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah 
menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan 
atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat diberikan dalam bentuk 
tunai atau natura (seperti beras, gula, pakaian), atau dalam bentuk 
tunai natura. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya 
didasarkan pada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang 
layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil 
kerja seseorang, dan menyediakan insentif untuk mendorong 
peningkatan produktivitas kerja.43 
 
       41 J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia ... hlm.159. 
       42 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum ...hlm.49. 
       43 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.159. 
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Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 30 menyebutkan bahwa upah 
adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk 
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.44 
Dengan demikian, menurut UU No 13 Tahun 2003, upah 
merupakan hak dari pekerja/buruh yang harus ditentukan sedemikian 
rupa sehingga merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan 
bagi pekerja/buruh . 
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga 
disebutkan bahwa Upah harus memenuhi penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang 
layak bagi penghidupan dan kemanusiaan, merupakan konsep 
pengupahan yang berlaku di Indonesia secara konstitusional. Oleh 
karena itu, Undang-Undang  No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang 
harus dipenuhi pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah 
pekerja, maka hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan 
merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Sehingga dalam hal 
 
       44 Undang-Undang Nomor 13... 
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pengupahan menurut yang ada di undang-undang, apabila pengusaha 
yang karena kesengajaan atau kelalainnya mengakibatkan 
keterlambatan pembayaran upah, maka dikenakan denda sesuai 
dengan presentase tertentu dari upah yang didapat pekerja/buruh 
tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003. 
Konsep pengupahan di Indonesia dewasa ini terjadi pergeseran 
dari hak-hak yang bersifat keperdataan menjadi pelanggaran hak asasi 
yang bersifat pidana.45 
1) Jenis-jenis Upah 
Jenis-jenis Upah dalam berbagai kepustakaan Hukum 
Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja dapat dikemukakan 
sebagai berikut.46 
a) Upah Nominal 
Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan 
secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai 
imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian 
kerja. 
b) Upah Nyata (Riil Wages) 
Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus 
diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini 
 
       45 Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 
2014), hlm.98. 
       46 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum … hlm.70-72. 
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ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan 
tertanggung dari:  
(1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima; 
(2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. 
c)  Upah Hidup  
Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh 
relative cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara 
luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga 
kebutuhan social keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, 
rekreasi, dan lain-lain. 
d) Upah Minimum, upah minimum terdiri atas:  
(1) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota; 
(2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah 
provinsi atau kabupaten/kota. 
e) Upah Wajar (Fair Wages) 
Upah wajar adalah upah yang secara relative dinilai 
cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai 
imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini 
sangat berfariasi dan selalu berubah-ubah antara upah 
minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah: 
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(1) Kondisi perekonomian Negara; 
(2) Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu 
berada; 
(3) Peraturan perpajakan; 
(4) Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri;  
(5) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian 
negara. 
2) Penetapan Upah Minimum 
Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan 
standard, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang 
sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. 
Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah mínimum 
ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
Upah mínimum dapat terdiri dari atas upah mínimum berdasarkan 
wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah mínimum 
berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota, 
dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan 
ditetapkannya upah minimum tersebut, yaitu: 
a) Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai 
subsistem dalam suatu hubungan kerja; 
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b) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem 
pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materil 
kurang memuaskan; 
c) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang 
sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan; 
d) Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian 
kerja dalam perusahaan; 
e) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam stándar 
hidup secara normal. 
Upah mempunyai kedudukan istimewa, hal ini dapat 
diketahui dari ketentuan Pasal 95 ayat  (4) Undang-Undang 
Ketenagakerjaan 2003 yang berbunyi: Dalam hal perusahaan 
dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari 
pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan 
pembayarannya. Maksudnya, upah pekerja/buruh harus dibayar 
lebih dahulu daripada utang lainnya.47  
Upah Mínimum merupakan suatu standart mínimum yang 
digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk 
memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau 
kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap 
provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. 
 
       47 Djumaldi, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.27. 
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Secara umum upah mempunyai kedudukan yang sangat strategis, 
baik bagi pekerja keluarganya dan perusahaan maupun bagi bagi 
kepentingan nasional. Bagi pekerja, upah diperlukan untuk 
membiayai hidup dirinya dan keluarganya serta sebagai motivasi 
untuk peningkatan produktivitas. Bagi perusahaan, upah 
merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang 
dapat mengurangi laba yang dihasilkan. Maka perusahaan 
berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang 
paling minimum sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. 
Sedangkan bagi pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan 
pendapatan dan peningkatan kesejahteraan.48  
Penetapan upah mínimum bertujuan untuk meningkatkan 
upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah 
mínimum. Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah 
pekerja/buruh lebih rendah dari upah mínimum yang telah 
ditetapkan untuk masing-masing wilayah provinsi dan/atau 
kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 UU 
Ketenagakerjaana. Bagi pengusaha yang karena sesuatu hal tidak 
atau belum mampu membayar upah upah mínimum yang telah 
ditetapkan dapat dilakukan penangguhan selama batas jangka 
waktu tertentu. Tata cara penangguhan tersebut diatur dalam 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
 
       48 Septi Wulan Sari, Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten dan 
Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Vol 4, Nomor 1 Juli 2016. 
54 
 
Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara 
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Upah mínimum 
tersebut ditetapkan atas kesepakatan pengusaha dan pekerja/buruh 
atau serikat pekerja/buruh, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan 
pengupahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut lebih rendah 
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka 
kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib 
membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.49 
3. Kewajiban dan Hak Pekerja Menurut Undang-Undang  
a. Kewajiban Pekerja/Buruh 
Adapun kewajiban pekerja/buruh antara lain seperti melakukan 
pekerjaan patuh terhadap petunjuk dari si pemberi kerja atau majikan, 
di samping itu pekerja/buruh wajib menjaga rahasia perusahan dan 
juga berdasarkan pasal 167 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh wajib bekerja 
sampai batas waktu usia yang ditentukan oleh perusahaan dan pasal 
168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerja/buruh harus 
bekerja, tidak boleh mangkir dari pekerjaan selama 5 hari berturut-
turut tanpa alasan yang jelas dan tertulis. Selain itu, kewajiban 
pekerja/buruh juga dijelaskan sebagai berikut antara lain: 
 
       49 Undang-Undang No 13… 
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1) Memahami, mengetahui dan mematuhi aturan dan prinsip-
prinsip dalam bekerja termasuk mengenai kesehatan dan 
keselamatan kerja, berpartisipasi dalam pelatihan, dan lain-lain. 
2) Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-
prinsip ketenagakerjaan termasuk kesehatan dan keselamatan 
kerja. 
3) Memberitahukan kepada pengawas di tempat kerja ketika 
melihat kecelakaan kerja atau bahaya terhadap kehidupan atau 
kesehatan pekerja. 
Selanjutnya dalam KUH Perdata (yang sampai sekarang masih 
dipakai sebagai pedoman) dirinci kewajiban pekerja/buruh sebagai 
berikut: 
1) Pekerja/buruh berkewajiban untuk melakukan pekerjaan yang 
dijanjikan menurut kemampuan dengan sebaik-baiknya. 
2) Pekerja/buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, 
hanya dengan seizin pengusaha ia menyuruh orang ketiga untuk 
menggantikannya. 
3) Pekerja/buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal 
melakukan pekerjaannya. 
4) Pekerja/buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan 
baik menurut tata tertib rumah tangga pengusaha. 
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Menurut Iman Soepomo, kewajiban utama dari pekerja/buruh 
adalah melakukan pekerjaan menurut petunjuk pengusaha, dan 
membayar ganti kerugian.50 
b. Hak Pekerja/Buruh 
1) Hak atas upah yang adil, yang paling utama bagi pekerja yakni 
pemenuhan upah sesuai dengan yang diperjanjikan.51 Karena 
setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal ini termuat dalam 
Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
2) Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan kerja. 
3) Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, 
berdasarkan Pasal 86 (1) huruf a Undang-Undang 
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh 
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 
keselamatan kerja”. Pekerja dalam melakukan kewajibannya juga 
harus mendapatkan jaminan kesehatan dan juga keamanan selama 
melakukan pekerjaan yang digelutinya. Terutama dituntut kepada 
perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan yang penuh 
resiko.  
 
       50 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja…hlm.61. 
       51 Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Abdul Karim, Sistem Prinsip dan Tujuan Umat 
Islam, alih bahasa Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.164. 
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4) Hak memperoleh jaminan social tenaga kerja, termuat di dalam 
Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang 
menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh dan keluarganya 
berhak memperoleh jaminan social tenaga kerja”.  
5) Hak memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan. 
4. Kewajiban dan Hak Pengusaha Menurut Undang-Undang 
a. Kewajiban Pengusaha 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 92 yang menjadi kewajiban pengusaha untuk 
memberikan kepastian pendapatan dan penyesuaian dengan 
perkembangan tingkat kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu 
pengusaha wajib: 
1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah berdasarkan 
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. 
2) Melakukan peninjauan upah secara berkala 
Pengusaha wajib melakukan peninjauan secara berkala dengan 
memerhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.52 
Sementara itu, kewajiban tambahan pengusaha yakni 
memberikan surat keterangan kepada pekerja/buruh yang dengan 
kemauan sendiri hendak berhenti bekerja di perusahaan.  
 
 
 
       52 Aloysius Uwiyono, Asas-Asas … hlm.101. 
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1)  Membayar Upah 
Bagi pengusaha, upah adalah biaya produksi yang harus 
ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak 
menjadi terlalu tinggi agar keuntungannya menjadi lebih 
tinggi. 
2)   Memberikan Surat Keterangan  
Kewajiban memberikan surat keterangan ini dapat 
dikatakan sebagai kewajiban tambahan dari seorang 
pengusaha. Surat keterangan umumnya dibutuhkan oleh 
pekerja/buruh yang berhenti bekerja pada suatu perusahaan 
sebagai tanda pengalaman bekerjanya. 
Apabila seorang pekerja/buruh berhenti bekerja pada 
suatu perusahaan dan meminta surat keterangan dimaksud, 
pengusaha wajib memberikannya. Seorang pengusaha yang 
menolak memberikan surat keterangan yang diminta atau 
dengan sengaja menulis surat keterangan palsu, pengusaha 
harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita 
pekerja/buruh.  
3)   Kewajiban Lainnya 
Kewajiban lain yang tidak kalah pentingnya dari seorang 
pengusaha adalah bertindak sebagai pengusaha yang baik 
menurut Pasal 1602 y KUH Perdata “pengusaha yang baik 
wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang 
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dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak 
dilakukan dalam lingkungan perusahaannya”.  
Ketentuan di atas mengandung makna yang sangat luas 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dalam keadaan 
yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, ini 
berarti bahwa pengusaha itu harus berbuat dan bertindak 
sebijaksana mungkin, yaitu sebagai berikut. 
a) Apa yang seharusnya berdasar ketentuan hukum harus 
dilakukan, dibiasakan untuk dilakukan dengan sebaik-
baiknya. 
b) Apa yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum harus 
dicegah dan dihindari, dibiasakan untuk dicegah, dihindari 
dan tidak dilakukan dengan penuh ketaatan. 
b. Hak Pengusaha 
1) Berhak atas hasil pekerjaan. 
2) Berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja. 
3) Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh jika melanggar ketentuan yang telah disepakati 
sebelumnya (pasal 150). 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM HOME INDUSTRI CONTRUCTION DI 
KECAMATAN NGUNTORONADI 
A. Profil Contruction 
1. Sejarah  
Home Industry Contruction Kecamatan Nguntoronadi ini 
merupakan usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) 
mikro yang berdiri di Kecamatan Nguntoronadi. Usaha ini merupakan 
sebuah usaha yang didirikan oleh perorangan. Yang mana usaha ini 
bergerak dibidang pengelasan, pemasangan kanopi baja ringan, 
pembuatan tralis jendela maupun pintu, pembuatan pagar, serta 
pembuatan lainnya yang menggunakan bahan dasar besi. 
Ketiga Home Industri Contruction yang ada di Kecamatan 
Nguntoronadi ini, yang diteliti yakni masalah pengelasan, yang terkait 
mengenai pengelasan pembuatan pagar, tralis, pemasangan kanopi baja 
ringan, dan yang lainnya. 
Pertama,  bengkel las CV Setia Makmur. Berdiri awal tahun 2015 
yang terletak di Desa Bolo Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi. Awal 
mula usaha ini didirikan berawal dari pembuatan pagar rumah seorang 
warga, yang mana pengerjaannya dilakukan sendiri oleh orang yang 
bersangkutan tersebut serta bergotong royong dengan sodaranya.1 Karna 
                                                             
       1 Supri, Pendiri Usaha CV Setia Makmur, wawancara pribadi 19 September 2019 di 
Perusahaan CV Setia Makmur, pada pukul 13.00 WIB 
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pengerjaaan tersebut dilihat bagus oleh tetangganya, maka tetangganya 
pesan untuk melakukan pemasangan pagar besi di rumahnya, dan 
tetangga yang lainnya juga memesan pemasangan pagar besi. Karna 
banyaknya pesanan dan sering di pesan membuatkan pagar besi 
tersebutlah memuncul sebuah ide dan gagasan untuk mendirikan sebuah 
usaha las. Dari situlah usaha las tersebut berdiri dan membangun sebuah 
toko, yang mana toko itu kemudian dinamakan CV Setia Makmur. 
Kedua, bengkel las TG Contruction berdiri sekitar bulan Februari 
tahun 2017 terletak di Desa Sengon, Kecamatan Nguntoronadi. 
Dinamakan TG karena pemilik usaha dan gagasannya bernama Teguh, 
sehingga usaha las tersebut dinamakan TG yakni singkatan dari Teguh, 
hanya saja yang mengelola usaha tersebut adiknya.2 Sebenarnya di 
Jakarta ada usaha, hanya saja TG. Contruction inilah merupakan usaha 
di kampung yang mana pelimpahan wewenang dan seluruh 
pengelolaannya di limpahkan ke adiknya, supaya adiknya mempunyai 
masukan dan bisa membantu orang tua yang ada di kampung. 
Ketiga, Bengkel Las Baru, berdiri skitar bulan April tahun 2019 
yang terletak di Desa Bulu Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi. Awal 
mula usaha didirikan yakni menerima pengelasan alat untuk bertani 
seperti cangkul, menerima pesanan pembuatan tiang lampu, dan 
menerima pengelasan benda besi lainya serta menerima jasa pengelasan 
                                                             
       2 Kirmanto, Pendiri Usaha TG. Contruction, wawancara pribadi 18 September 2019 di 
Perusahaan TG. Contruction pada pukul 12.30 WIB. 
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transportasi.3 Kemudian karena pemilik ingin mengembangkan usaha, 
selain menerima jasa pengelasan itu tadi, seiring berjalannya waktu 
muncul sebuah gagasan (ide), yakni dengan menambah penjualan dan 
barang produksi baik pesanan maupun barang jadi. Seperti halnya 
menerima pesanan pembuatan pagar besi, dan tralist. 
Dari ketiga usaha las di atas, semua pengerjaannya hampir sama 
rata-rata membuat pagar besi, tralist, dan pemasangan kanopi baja 
ringan. Hanya saja hasil produksinya ada yang berasal dari pesanan 
konsumen atau barang yang sudah ada dengan ukuran stándar  seperti 
gangang jendela, ada juga yang pesan terlebih dahulu kemudian baru 
dibuatkan. 
2. Letak Geografis  
Wonogiri merupakan salah satu kota kabupaten yang berada di 
selatan provinsi Jawa Tengah tepatnya di sisi tenggara provinsi Jateng, 
yang memiliki 25 kecamatan. Salah satu kecamatan yang berada di 
Wonogiri yakni kecamatan Nguntoronadi. Posisi Nguntoronadi terletak 
di sebelah barat berbatasan dengan Waduk Gajah Mungkur, di 
Kecamatan Nguntoronadi sendiri juga terdiri dari beberapa kelurahan 
dan desa.  
Letak geografis dari ketiga tempat usaha yang di teliti, dari 
penjelasan sebelumnya yakni berbeda-beda, meskipun di lingkup 
                                                             
       3 Harno, Pendiri Usaha Bengkel Las Baru, wawancara pribadi 18 September 2019, di Bengkel 
Las Baru, pada pukul 14.00 WIB 
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Kecamatan yang sama. Di antara letak dari masing-masing tempat usaha 
tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut: 
a. CV Setia Makmur: berada di sebelah timur kantor Kecamatan 
Nguntoronadi terletak di Desa Bolo, Bulurejo, Nguntoronadi. 
b. TG. Contruction: berada di sebelah utara kantor Kecamatan 
Nguntoronadi terletak di Desa Sengon, Ngadiroyo, Nguntoronadi. 
c. Bengkel Las Baru: berada di sebelah utara kator Kecamatan 
Nguntoronadi terletak di Desa Bulu, Ngadiroyo, Nguntoronadi. 
3. Ruang Lingkup 
Home Industry Contruction merupakan usaha yang bergerak 
dalam bidang pengelasan logam. Usaha ini membuat beberapa macam 
produk antara lain pembuatan tralist, pagar, ganggang jendela maupun 
pintu, pemasangan baja ringan, dan lainnya, dan tergantung pesanan 
yang diminta. 
Dari ketiga tempat usaha Contruction yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, rata-rata ruang lingkup pengerjaannya sama. Yakni sama-
sama mengerjakan produk dari logam besi yang kemudian di bentuk dan 
di las sesuai dengan yang di inginkan.  
B. Organisasi dan Management 
1. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang 
hubungan-hubungan dan kerjasama diantara fungsi-fungsi, bagian-
bagian yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan. Struktur 
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ditentukan atau dipengaruhi oleh badan usaha, jenis usaha, besarnya 
usaha dan sistem produksi perusahaan tersebut. 
Struktur organisasi yang digunakan dalam ketiga usaha las ini 
adalah struktur organisasi yang berbentuk garis. Organisasi garis (Line 
Organization) adalah suatu bentuk organisasi dimana kekuasaan dan 
tanggung jawab diturunkan secara garis dari tingkat pimpinan atas 
kepada tingkat bawahnya. Dalam bentuk organisasi seperti ini, tidak 
seorang bawahan pun yang mempunyai atasan lebih dari satu orang, jadi 
kesimpangsiuran perintah yang diterima oleh bawahan sangat kecil 
kemungkinannya untuk terjadi. 
Struktur organisasi dalam ketiga usaha Home Industry 
Contruction tersebut kurang lebih hampir sama, sehingga struktur 
organisasinya dapat digambar sebagai berikut: 
   
2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab 
Dari ketiga usaha Home Industri ini uraian tugas dan tanggung 
jawabnya kurang lebih rata-rata hampir sama yakni hanya terdiri atas 
Pemilik Usaha
Karyawan Karyawan Karyawan
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pemilik usaha dan pekerja, sehingga dapat di jelaskan secara ringkas 
sebagai berikut: 
a. Pimpinan Usaha 
Pimpinan merupakan pemilik usaha tersebut yang merupakan 
pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang diberikan wewenang atau 
kekuasaan melakukan tindakan untuk dan atas perusahaan. 
Tugas:  
1) Pemimpin dan pemegang tertinggi dalam sebuah 
usaha/perusahaan. 
2) Melakukan pengawasan dengan mengadakan pemeriksaan 
serta penilaian seluruh kegiatan usaha/perusahaan. 
Tanggung jawab: 
1) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, kegiatan 
pekerjaan untuk mencapai tujuan. 
2) Memperhatikan, memelihara dan mengawasi kelancaran 
dalam pelaksanaan tugas secara seimbang dan berhasil. 
3) Mengatur pembelian dan penjualan produk. 
4) Memberi tugas, membayar upah atau gaji. 
b. Pekerja  
Tugas: 
1) Melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah serta membuat 
produk mulai dari bahan baku sampai menjadi produk jadi. 
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Tanggung jawab: 
1) Bertanggung jawab atas pengerjaan suatu barang dari bahan 
baku menjadi barang jadi. 
3. Jumlah Karyawan  
Usaha contruction ini memiliki tenaga kerja yang terdiri dari 
pekerja harian. Pada bengkel pengelasan ini terdapat 9 orang tenaga 
kerja yang bekerja, dan 3 orang sebagai pemilik usaha. Masing-masing 
tenaga kerja bekerja di tempat usaha yang berbeda-beda. Seperti yang 
di jelaskan berikut ini: 
CV Setia Makmur: 
Nama Jabatan Jumlah 
Supri  Pemilik 1 
Anggi Karyawan 1 
Nano Karyawan 1 
Nanang Kenek 1 
Susi Kenek 1 
Sumber: Data CV Setia Makmur 
TG. Contruction: 
Nama Jabatan Jumlah 
Kirmanto Pemilik 1 
Arif Karyawan 1 
Hery Karyawan 1 
Andry Karyawan 1 
Sumber: Data TG. Contruction 
Bengkel Las Baru: 
Nama Jabatan Jumlah 
Harno Pemilik 1 
Danang Karyawan 1 
Sumber: Data Bengkel Las Baru 
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4. Jam Kerja Karyawan  
Jam kerja yang diterapkan di ketiga tempat usaha ini rata-rata 
hanya satu shift kerja untuk menjalankan pekerjaannya. Dan setiap 
tempat usaha tersebut rata-rata jam kerjanya sama, yakni dari jam 
08.00-16.00 WIB, dengan total jam kerja 9 jam/hari. Dan waktu 
istirahat jam 12.00-13.00. 
a. CV Setia Makmur jam kerjanya dimulai dari jam 08.00-16.00 WIB, 
dengan waktu istirahat jam 12.00-13.00 WIB. Sedangkan hari 
liburnya hanya satu hari yakni di hari minggu, akan tetapi 
terkadang hampir tidak ada libur karena adanya pengerjaan target 
pesanan sehingga memungkinkan tidak adanya hari untuk libur. 
Bahkan liburnya hanya saat hari raya.4 
b. Di TG.Contruction jam kerjanya yakni dari jam 08.00-16.00 WIB. 
Untuk waktu istirahatnya sama dengan tempat usaha di perusahaan 
lain, yakni dari jam 12.00-13.00. Hari kerjanya senin-jum’at, untuk 
hari sabtu dan minggu digunakan untuk hari istirahat/libur. 
Apabilla hari sabtu masuk maka digunakan untuk lembur, dan 
bahkan pengerjaannya sampai malam hari karna mengejar target.5 
c. Sedangkan, di Bengkel Las Baru  jam kerjanya sama di tempat 
usaha sebelumnya yakni dari jam 08.00-16.00 WIB, dengan jam 
istirahat jam 12.00-13.00 WIB. Untuk hari liburnya di hari minggu, 
                                                             
       4 Supri, Pendiri Usaha CV Setia Makmur… 
       5 Kirmanto, Pendiri Usaha TG. Contruction… 
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dan hari raya, dan tergantung kepentingan dari kondisi yang 
bersangkutan.6 
Dari ketiga tempat usaha Contruction di atas dapat disimpulkan 
bahwa jam masuk kerja di setiap tempat usaha smuanya sama bahkan 
untuk waktu istirahatnya juga sama. Hanya saja hari liburnya ada yang 
berbeda, yakni di tempat usaha TG. Contruction untuk hari liburnya 
yakni hari sabtu dan minggu, 
5. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Karyawan di Home Industri 
Contruction 
Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan 
suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang 
pekerja untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan badan hukum 
ataupun perusahaan. Para pekerja melihat upah sebagai sumber 
penghasilan yang akan memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun 
keluarga. Di sisi lain yaitu pemilik usaha, menganggap upah sebagai 
salah satu biaya untuk berjalannya perusahaan karena pihak pekerja 
telah diberikan haknya. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 
kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau 
dinilai dalam bentuk uang yang akan ditetapkan menurut suatu 
persetujuan. 
Gaji adalah upah dasar yang diberikan dari pemberi kerja kepada 
penerima kerja dalam ukuran waktu tertentu misalnya ukuran 1 hari, 1 
                                                             
       6 Harno, Pendiri Usaha Bengkel Las Baru… 
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minggu atau bahkan 1 bulan, dan kadang disebut dengan gaji pokok, 
yang jumlahnya tetap dan akan mengalami kenaikan pada periode 
tertentu sesuai dengan jabatan prestasi pihak penerima. 
Di CV Setia Makmur dalam sistem upahnya melibatkan beberapa 
orang dalam pengupahan yang berhasil diwawancarai yakni terdiri dari 
1 pemilik usaha, dan 4 karyawan. Mereka mempunyai usia dan latar 
belakang yang berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan dari Anggi (laki-
laki, 24 tahun) mengatakan bahwa dia sudah bekerja kurang lebih 
selama 3 tahun. Dijelaskan juga, ketika awal mencari karyawan baru 
dalam usaha itu tidak perlu adanya syarat apapun untuk masuk menjadi 
karyawan cukup ada niat, mau belajar dan bekerja saja. Sehingga orang 
yang baru pertama kali masuk kerja meskipun tidak bisa, akan 
dibimbing dan diarahkan dalam bekerja.7 Dalam ijab qabulnya Anggi 
tidak menuliskan secara tertulis dan ia mengatakan bahwa dalam hal itu 
perusahaan tidak menjalankan perjanjian tertulis. Namun, antara 
pemilik usaha dan karyawan sudah melakukan ijab dan qabul secara 
tidak langsung karena antara keduanya sudah ada kerelaan. Untuk jenis 
pekerjaan yang dilakukan karyawan, pemilik usaha juga menjelaskan 
terlebih dahulu. Namun untuk gaji yang diberikan tidak ditetapkan 
secara terperinci dan tanggal gajian bisa kapan saja, gaji diberikan 
setiap satu minggu sekali, dan tidak pernah mengalami keterlambatan 
dalam pemberiannya pada karyawan. Upah yang diberikan di CV setiap 
                                                             
       7 Anggi, Karyawan CV Setia Makmur, Wawancara Pribadi, 20 September 2019, di 
Perusahaan CV Setia Makmur, pada pukul 14.00 WIB. 
69 
 
tahunnya mengalami kenaikan dari Rp.75.000, kemudian menjadi 
Rp.80.000 hingga Rp.100.000. Kemudian ketika karyawan tidak masuk 
kerja atau meliburkan diri, uang atau upah tersebut tidak akan diterima 
(hangus), karena upah harian tersebut bukan upah tetap. Akan tetapi 
sudah menjadi ketetapan pemilik usaha, bahwa upah harian tersebut 
tetap diterima oleh semua karyawan ketika karyawan tersebut masuk 
kerja.  
Semua karyawan yang ada di CV Setia Makmur mayoritas 
muslim. Masuk kerja dimulai dari pukul 08.00-16.00 dan jam 
istirahatnya pukul 12.00-13.00. Apabila karyawan izin maka diberikan 
kelonggaran dan potongan gaji apabila tidak masuk kerja. Dalam satu 
minggu karyawan mendapat libur pada hari minggu bahkan tidak ada 
libur karena mengejar target pengerjaan, sehingga libur hanya ketika 
hari raya saja. 
Nano, (laki-laki berusia 28 tahun) juga menjelaskan bahwa awal 
masuk di tempat usaha terbut, tidak ada syarat apapun yang penting ada 
niatan dan mau belajar.8 Pemilik usaha tidak melakukan perjanjian 
tertulis di awal bekerja hanya melakukan akad kerelaan antara pekerja 
dengan pemilik usaha, dengan adanya kerelaan tersebut dapat diartikan 
bahwa pekerja setuju untuk bekerja di situ dan pemilik usaha menerima 
pekerja tanpa adanya syarat apapun. Nano bekerja kurang lebih selama 
                                                             
       8 Nano, Karyawan CV Setia Makmur, Wawancara Pribadi, 20 September 2019, di Perusahaan 
CV Setia Makmur, pada pukul 15.00 WIB. 
70 
 
5 tahun, sehingga ia sudah memiliki pengalaman kerja dalam hal 
pengelasan. Mengenai upah dan jadwal masuk kerja Nano, sama seperti 
yang di jelaskan oleh Anggi. Hanya saja upah pertahunnya bisa 
mengalami kenaikan, tergantung hasil produksi yang di hasilkan dan 
proses pengerjaan maupun pesanan dari konsumen. 
Nanang (laki-laki berusia 23 tahun), dan Susi (laki-laki berusia 
22 tahun) yang mana keduanya bekerja sebagai kenek, yakni membantu 
dalam hal pemasangan dari barang produksi yang telah dipesan ke 
tempat orang yang memesan. Serta membantu menggrenda supaya 
halus dari bentuk yang telah diinginkan oleh pemesan, dan membantu 
mengecat. Upah dari kenek sendiri yaitu skitar Rp.70.000 – Rp.75.000, 
bahkan terkadang diberi uang tambahan.9 
Di TG. Contruction dalam hal pengupahan, melibatkan beberapa 
orang yang terkait dengan pengupahan tersebut diantaranya terdiri dari 
1 pemilik usaha, dan 3 orang karyawannya. Mereka mempunyai usia 
dan latar belakang yang berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan dari Arif 
(laki-laki berusia 21 tahun) ia mengatakan bahwa ia bekerja kurang 
lebih hampir 2 tahun. Ia juga menjelaskan bahwa ketika awal masuk 
kerja di tempat usaha itu tidak ada syarat apa pun, akan tetapi pemilik 
usaha dan karyawan sudah melakukan ijab dan qabul secara tidak 
langsung karena antara keduanya sudah ada kerelaan. Seiring 
                                                             
       9 Nanang dan Susi, Kenek Karyawan TG. Contruction, wawancara pribadi, 20 September 
2019, di Perusahaan CV Setia Makmur, pada pukul 15.40 WIB. 
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berjalannya waktu, pekerjaan yang dikerjakan telah selesai, maka 
pekerja akan mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Akan tetapi dari 
penjelasan yang di katakan oleh Arif, sistem pengupahannya 
mengalami keterlambatan bahkan terjadi tidak hanya sekali dua kali, 
baik dari hari maupun tanggal yang telah ditentukan. Sehingga pekerja 
sering melakukan hutang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.10 
Kirmanto (laki-laki berusia 35 tahun), menjelaskan mengenai 
sistem pengupahan pekerja yakni setiap seminggu sekali di hari sabtu. 
Jam masuk kerja jam 08.00-16.00 dan jam istirahat jam 12.00-13.00. 
Dijelaskan juga, bahwa dalam pengupahan karyawannya pernah 
mengalami keterlambatan, ia menjelaskan keterlambatan tersebut 
pernah terjadi sekali dua kali, akan tetapi di sisi lain karyawan yang 
mengalami keterlambatan dalam pembayaran upahnya diberi uang 
casbon (uang jajan), untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama 
pembayaran upah belum diberikan penuh.11 Upah dibayarkan dalam 
jumlah Rp.90.000 sampai Rp.100.000. 
Hery (laki-laki berusia 24 tahun), menjelaskan mengenai sistem 
pengupahan dalam TG itu sering mengalami keterlambatan, dan terjadi 
tidak hanya sekali dua kali. Sehingga ia menjelaskan, karena adanya 
keterlambatan tersebut mengakibatkan pegawainya melakukan hutang 
                                                             
       10 Arif, Karyawan TG.Contruction, wawancara pribadi, 22 Februari 2019, pada pukul 12.15 
WIB. 
       11 Kirmanto, Pemilik Usaha  TG.Contruction... 
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untuk memenuhi kebutuhan hidup.12 Keterlambatan pembayaran upah 
itu disebabkan karena, ketika ada pesanan yang kemudian di dp (uang 
awal) ketika pesanan sudah jadi maka pembayaran akan dibayarkan 
secara penuh oleh pemesan, akan tetapi uang bayaran dari pesanan 
tersebut digunakan untuk menutup proyek lama yang belum selesai. 
Sehingga berakibat kepada pegawai, yang mana pegawai sering 
mengalami keterlambatan dalam proses pembayaran upahnya. 
Andry (laki-laki 23 tahun), bekerja kurang lebih 1 tahun ia juga 
mengatakan bahwa sistem pengupahan di TG tersebut sering 
mengalami keterlambatan bahkan tidak hanya sekali maupun dua kali. 
Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ia juga berhutang, karena tidak 
adanya bayaran upah yang diberikan.13 
Di Bengkel Las Baru, dalam hal pengupahan, melibatkan 
beberapa orang yang terkait dengan pengupahan tersebut diantaranya 
terdiri dari 1 pemilik usaha, dan 1 orang karyawan. Berdasarkan 
penjelasan Danang (laki-laki usia 22 tahun) karyawan bengkel, ia 
menjelaskan bahwa ia bekerja kurang lebih selama 5 bulan, ketika awal 
masuk kerja tidak terdapat syarat apa pun, ia bekerja langsung 
                                                             
       12 Hery, Karyawan TG. Contruction, wawancara pribadi, 22 Februari 2019, pada pukul 13.00 
WIB. 
       13 Andry, Karyawan TG. Contruction, wawancara pribadi, 22 Februari 2019, pada pukul 
14.00 WIB. 
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membantu dalam pembuatan barang pesanan.14 Danang juga 
menjelaskan bahwa selama ia bekerja sistem pembayaran upahnya tidak 
pernah mengalami keterlambatan, tiap hari upahnya dibayar Rp.90.000.  
Jadi, dari hasil wawancara masing-masing tempat usaha di atas, 
dapat diambil kesimpulan. Bahwa dalam pembayaran sistem upah pada 
karyawannya rata-rata menggunakan sistem perhitungan upah harian, 
yang akan dibayarkan secara mingguan, dan kurang lebih jumlah 
pembayaran karyawannya hampir sama yakni kisaran Rp.90.000-
100.000. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dari salah satu 
tempat usaha dengan pemilik, di tempat usahanya tersebut terdapat 
permasalahan mengenai pembayaran upah karyawannya.  
6. Aset 
Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri 
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak kontruksi. 
Kontrak kontruksi dalam usaha Contruction ini kurang lebih sama yakni 
adanya kepercayaan dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak 
yang melakukan kontrak. Serta aset lainya yakni berupa bahan 
bangunan (tempat usaha), mobil sebagai alat transportasi dan angkut 
barang, serta baja, dan logam besi. Dari ketiga usaha Contruction yang 
berada di Kecamatan Nguntoronadi tersebut memiliki aset yang 
berbeda-beda, yakni sebagai berikut: 
                                                             
       14 Danang, Karyawan Las Baru, wawancara pribadi, 20 September 2019, pada pukul 15.00 
WIB. 
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a. CV Setia Makmur, memiliki aset kurang lebih sebesar 1 M, terdiri 
dari Truk 1, mobil pick up, logam besi dan baja, alat pengelas, dan 3 
rumah. 
b. TG Contruction, memiliki aset sebesar 170 juta, terdiri dari mobil 
pick up, mobil carry, rumah, alat pengelas, logam besi dan baja. 
c. Bengkel Las Baru, memiliki aset kurang lebih sebesar 300 juta, 
terdiri dari rumah, logam besi dan baja, mobil pick up, dan alat 
pengelas. 
7. Proses Produksi  
Pada usaha ini pembuatan pada umumnya hampir sama hanya 
waktu pembuatan dan banyak bahan yang digunakan yang berbeda. 
Proses pembuatan dimulai dari bahan baku berupa besi yang dipotong 
sesuai dengan ukuran, kemudian di las sesuai bentuk produk yang di 
buat, kemudian di grenda serta diperhalus, dan terakhir di cat sesuai 
dengan lama yang diinginkan.  
a. Bahan Baku 
Dalam hal ini bahan bakunya terdiri dari logam besi, baja, 
dan alumunium. 
b. Bahan tambahan 
Bahan tambahan yang dimaksud yakni bahan yang 
ditambahkan untuk meningkatkan mutu produk menjadi bernilai 
guna, namun bahan tersebut tidak ikut dalam proses produksi. 
Adapun bahan tambahan yang digunakan yakni cat, digunakan 
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untuk mengecat rangka, supaya tampak lebih bersih dan 
meningkatkan nilai jual. 
8. Uraian Proses Produksi 
a. Proses pemotongan 
Proses pemotongan dilakukan sesuai dengan pesanan yang di 
inginkan oleh konsumen, sehingga pemotongannya tidak sesuai dan 
menunggu barang pesanan yang akan di buat. 
b. Proses pengelasan 
Untuk menyatukan bagian dari besi yang dipotong, dan agar 
sesuai dengan pesanan konsumen, maka dilakukan proses 
pengelasan. 
c. Pengecatan 
Setelah semuanya selesai maka dilakukan proses pengecatan.  
d. Pemasangan  
Setelah pengerjaan semua slesai proses terakhir yakni 
pemasangan di tempat pemesan. 
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BAB IV 
ANALISIS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN 
HOME INDUSTRI CONTRUCTION DI KECAMATAN NGUNTORONADI 
KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 
KETENAGAKERJAAN 
A. Analisis Praktik Pembayaran Upah Karyawan Home Industri 
Contruction di Kecamatan Nguntoronadi 
Upah menjadi sesuatu hal yang wajar untuk seseorang yang bekerja. 
Sehingga tidak heran apabila seorang pekerja mengharapkan upah atau gaji 
dari hasil kerjanya. Dengan harapan upah tersebut segera dibayarkan penuh, 
tidak dicicil atau bahkan hanya dibayar setengah serta tepat waktu dalam 
pemberiannya, sesuai dengan kesepakatan di awal antara pemilik dan 
karyawan. Karena upah atau gaji merupakan harga yang harus dibayarkan 
pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/karyawan atas bantuan tenaga dan 
jasanya selama melakukan pekerjaan. Akan tetapi, kadangkala upah yang 
ditunggu tunggu tersebut tidak dibayarkan atau hanya dibayarkan setengah 
dari upah sepenuhnya oleh pemilik sesuai dengan waktu yang telah 
disepakati bersama. Hal semacam ini dapat saja dialami oleh pekerja atau 
karyawan dimana saja. Dan satu hal yang pasti yang menjadi penyebab dari 
masalah pengupahan itu adalah pemilik/pemberi kerja, yakni tidak dapat 
membayar atau hanya bisa  membayar setengah dari upah yang seharusnya 
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 
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Mengenai pembayaran upah karyawan home industri contruction 
yang ada di Kecamatan Nguntoronadi rata-rata setiap tempat usaha 
pembayaran upahnya dibayarkan setiap mingguan (seminggu sekali). Dan  
hampir semua home industri contruction tersebut dalam penerimaan pekerja 
tidak terdapat syarat apapun ketika awal masuk kerja dan tidak 
diklasifikasikan berdasarkan ijazah, melainkan hanya berdasarkan 
kemampuan produksi. Produksi barang-barang itu terdiri dari logam, yaitu 
kemampuan mengelas, kemampuan memoles, sehat jasmani rohani serta 
bertanggung jawab dan mempunyai semangat dalam bekerja. 
Dari ketiga home industri contruction (CV Setia Makmur, TG. 
Contruction, Bengkel Las Baru) yang ada di Kecamatan Nguntoronadi 
tersebut dalam pemberian upah kepada karyawannya sudah disesuaikan atau 
mengacu dengan besarnya upah dipasaran. Artinya upah yang diberikan itu 
sudah sesuai dengan upah yang diberikan pada bengkel las lainnya yang 
sejenis di Kecamatan Nguntoronadi. Dengan demikian maka upah yang 
diterima oleh masing-masing karyawan pada home industri contruction itu 
merupakan upah secara umum, sesuai dengan upah yang diterima karyawan 
bengkel las lain.   
Meskipun demikian, dari ketiga usaha contruction yang sudah 
dijelaskan di bab sebelumnya, salah satu tempat usaha dalam hal 
pengupahan kepada karyawannya sering mengalami keterlambatan. Yakni 
di tempat usaha TG. Contruction, meskipun pembayaran upah karyawannya 
dilakukan secara mingguan seperti halnya di tempat bengkel las lain. Akan 
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tetapi, pembayaran upahnya dibayar secara casbon atau setengah dan 
bahkan terkadang tidak dibayar sama sekali dan sering nunggak 
pembayaran. Sehingga tidak heran jika karyawannya sering melakukan 
hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penyebab dari 
masalah pembayaran yang ditunda itu disebabkan karena:  
1. Terhambatnya proses pembayaran dikarenakan untuk menutup proyek 
lama. Yakni ketika ada pesanan, yang kemudian ada uang dp, dari uang 
dp itu dibelikan bahan kemudian dibuatkanlah barang pesanan tersebut, 
setelah barang pesanan tersebut selesai dikerjakan dan dipasang di 
tempat orang yang memesan maka proses pembayaran akan dibayar 
penuh. Akan tetapi pembayaran itu kadang tidak dibayarkan langsung 
oleh pemilik usaha kepada pekerja, malah dibelikan bahan kemudian 
dibuatkan barang pesanan dari proyek yang dulu belum selesai. Maksud 
dari pengerjaan itu yakni untuk menutup proyek lama. Jadi, kendala 
itulah yang sering kali menjadi hambatan usaha TG. Contruction untuk 
memberikan gaji karyawan pada akhir setiap minggu yang telah 
ditetapkan. 
2. Pemenuhan pembiayaan dalam hal perlengkapan kerja guna 
berlangsungnya proses produksi dalam usaha TG. Contruction seperti 
halnya: pelaratan kerja, kulakan barang, tunjangan, dan yang lainnya. 
Karena tanpa adanya perlengkapan kerja maka dapat dipastikan usaha 
TG. Contruction itu akan mengalami kesulitan untuk memproduksi 
barang yang dipesan. 
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Meskipun pemilik TG.Contruction sedikit mengalami kesulitan 
dalam hal keuangan yang disebabkan beberapa masalah diatas, namun 
pemilik TG. Contruction tetap berusaha semaksimal mungkin untuk 
memenuhi kewajibannya pada para karyawan sebagai tangguang jawabnya. 
Akan tetapi dari semuanya ini tidak akan bisa terpenuhi karena masih 
banyak keperluan yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan 
operasional pada TG. Contruction. 
Sebenarnya pemilik TG. Contruction juga tidak menginginkan 
kejadian terlambatnya proses pembayaran upah atau gaji pada 
karyawannya. Karena itu, merupakan sebuah kewajiban yang harus 
ditunaikan pengusaha kepada karyawan sebagai upah atas pekerjaan yang 
telah diselesaikannya, akan tetapi semuanya itu juga bergantung pada situasi 
dan kondisi yang sebenarnya terjadi. 
Dari beberapa masalah dan kesulitan yang dialami oleh usaha TG. 
Contruction tersebut maka sebagai akibatnya terjadi pada pembayaran upah 
pada karyawannya, upah yang harusnya dibayarkan setiap seminggu sekali, 
nyatanya hanya dibayarkan casbon/setengah atau bahkan tidak dibayar sama 
sekali pada karyawan TG. Contruction. Keterlambatan pembayaran upah 
yang sering terjadi tersebut menjadikan hak pekerja/karyawan tidak 
terpenuhi, sehingga karyawan merasa di dzalimi dari apa yang sudah di 
janjikan di awal, akibatnya karyawan tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk 
hidupnya sehari-hari.  
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah 
Karyawan Home Industri Contruction di Kecamatan Nguntoronadi 
Dalam Islam masalah upah dan perburuhan disebut ijarah atau bisa 
juga disebut dengan sewa-menyewa. Ijarah berasal dari kata ajru yang 
berarti al -‘i wadh (ganti) atau ats - tsawab (pahala).1 Oleh karena itu,  ijarah 
mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu 
benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu 
aktifitas.2 Menurut pengertian syara’ ijarah adalah urusan sewa menyewa 
yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserah terimakan, boleh dengan 
ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).3 
Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan 
dengan ujrah atau upah sebagaimana berikut ini: 
1. Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW yang artinya “Barang siapa memperkerjakan buruh 
hendaklah menjelaskan upahnya”. Memperkerjakan orang dengan 
upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena 
mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian. 
 
 
                                                             
       1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm.7. 
       2 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.29. 
       3 Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib, (Surabaya: CM Grafika, 2010), hlm.209. 
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2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya.4 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 
upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan karena upah merupakan hak 
seorang pekerja apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 
Sedangkan kewajiban pengusaha yakni memberikan upah atas hasil kerja 
karyawanya. Islam menegaskan mengenai waktu pembayaran upah agar 
sangat diperhatikan., karena pembayaran upah yang tidak sesuai dengan 
kesepakatan dan bahkan mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah 
dikategorikan sebagai perbuatan dzalim dan orang yang tidak membayar 
upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT 
dan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Karena dalam hal ini Islam sangat 
menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan. 
Dalil-dalil Al-Qur’an maupun Hadits yang telah ditulis dan 
dijelaskan dalam bab II menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang 
Islam agar secepatnya atau menyegerakan dalam memberikan upah setelah 
buruh/pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sampai hanya 
membayar setengahnya dari perjanjian di awal, apalagi sampai menunda 
pembayaran upah. 
Oleh karena itu, dalam hukum Islam telah ditentukan beberapa rukun 
dan syarat upah yang harus dipenuhi ketika melakukan akad upah antara 
pengusaha dengan pekerja atau karyawan. Pada bab-bab sebelumnya, maka 
                                                             
       4 Ghufron A. Masadi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm.181. 
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dapat dipahami bahwa rukun dan syarat upah menurut hukum Islam, antara 
lain: Orang yang berakad yakni mu’jir dan musta’jir, Sighat (ijab dan 
qabul), Upah (Ujrah), dan Manfaat. 
Syarat-syarat pokok dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah mengenai 
hal pengupahan adalah para musta’jir harus memberi upah kepada mu’jir 
sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan mu’jir harus melakukan 
pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 
Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu 
pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, yaitu tidak berat sebelah 
dan sepatutnya, kemudian tidak sewenang-wenang.5 Jadi, dalam pola 
masyarakat Islam, upah atau gaji bukan hanya sekedar suatu konsesi saja, 
tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja atau karyawan. 
Kalau dilihat dari besarnya upah yang diterima karyawan di: 
a. CV Setia Makmur tiap minggunya upah berkisar dari 
Rp.540.000 kadang juga diberikan lebih karena bergantung pada 
pengerjaan pesanan untuk mengejar target atau tidaknya, 
sedangkan untuk keneknya Rp.450.000. Upah yang diberikan 
oleh CV tersebut sudah memenuhi tingkat kelayakan, besarnya 
upah juga sudah sesuai serta mengacu dengan besarnya upah 
dipasaran, yang ada di Kecamatan Nguntoronadi. Pada bab 
sebelumnya juga sudah dijelaskan, bahwa dalam proses 
                                                             
       5 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-6, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 
hlm.16. 
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pembayaran upah karyawan di CV Setia Makmur ini tidak 
pernah mengalami keterlambatan, sehingga tidak 
memungkinkan terjadi permasalahan antara pemilik usaha 
dengan karyawan, dan hak karyawan selalu terpenuhi. 
b. TG. Contruction tiap minggu upahnya berkisar dari  
Rp.500.000,- kadang lebih untuk seorang tukang dan 
Rp.375.000,- untuk seorang kuli. Upah ini sudah cukup adil 
karena sudah memenuhi tingkat kelayakan dan kebajikan untuk 
pola kehidupan masyarakat Islam sekarang. Besarnya upah yang 
diterima para karyawan sudah disesuaikan, serta mengacu 
dengan besarnya upah dipasaran. Artinya sesuai dengan upah 
yang diberikan di tempat usaha Contruction yang ada di 
Kecamatan Nguntoronadi. Dengan demikian, upah yang 
diterima oleh para karyawan TG. Contruction adalah upah yang 
umum dan sesuai dengan yang diterima karyawan Contruction 
yang lain. Akan tetapi proses pembayaran upah yang dilakukan 
oleh TG. Contruction ini mengalami keterlambatan, dan bahkan 
keterlambatan pembayaran itu terjadi tidak hanya sekali maupun 
dua kali, bahkan sering terjadi keterlambatan. Disisi lain 
meskipun pembayaran upahnya sering terlambat, pemilik usaha 
memberikan uang casbon untuk uang makan/jajan. 
c. Bengkel Las Baru, pengupahan pada karyawan bengkel las ini 
berkisar sekitar Rp. 540.000 untuk tiap minggunya. Pemberian 
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upah ini sama dengan yang ada di tempat usaha Contruction 
sebelumnya, besarnya upah juga sesuai dengan yang ada di 
pasaran bengkel las (Contruction) lainnya, serta proses 
pembayaran upahnya juga tidak mengalami keterlamabatan. 
Sehingga karyawan selalu terpenuhi akan haknya.  
Para ulama berpendapat, upahnya adalah hasil kerja badannya dan 
mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka 
harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah 
diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada 
pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi 
pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran 
dan membayar setengahnya sedangkan majikan sanggup melunasinya pada 
saat itu.6 
Sistem pembayaran upah karyawan mingguan yang terjadi pada TG. 
Contruction, apabila dicermati lebih detail dari masalah atau penyebab yang 
melatarbelakangi seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Maka 
upaya yang telah dilakukan agar supaya upah tidak dibayar casbon, atau 
setengahnya dan dapat dibayarkan tepat pada waktunya, yaitu dengan 
meminimalisir kemungkinan akan terjadinya keterlambatan pembayaran 
upah dan jangan sampai menunda pengerjaan proyek supaya upah pekerja 
bisa dibayarkan sesegera mungkin. Mekanisme pembayaran upah yang 
                                                             
       6 Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, Norma dan Etika Ekomoni Islam, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 1997), hlm.232. 
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sering terlambat tersebut bukan disebabkan karena kelalaian pihak TG. 
Contruction, akan tetapi karena adanya keterpaksaan atau kesulitan yang 
tidak dapat dihindari oleh pihak TG. Contruction. 
Maka sistem pembayaran upah karyawan mingguan TG. 
Contruction menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, karena hal ini 
merupakan perbuatan dzalim yang merugikan, utamanya bagi pekerja. Hal 
ini juga sudah dijelaskan di bab sebelumnya di dalam ayat maupun hadist. 
Namun meskipun demikian, pemilik TG. Contruction harus berusaha 
semaksimal mungkin agar tiap satu minggu sekali dapat membayar upah 
karyawan sepenuhnya tanpa harus membayar casbon/setengahnya apalagi 
tidak membayar sama sekali. Hal ini dikarenakan agar para karyawan dapat 
dengan segera merasakan dan menikmati hasil dari jerih payahnya selama 
karyawan bekerja di TG. Contruction. 
C. Analisis UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
Terhadap  Keterlambatan Pembayaran Upah Karyawan Home 
Industri Contruction di Kecamatan Nguntoronadi 
Upah merupakan komponen yang sangat penting antara pengusaha 
dan pekerja/karyawan dalam hal pekerjaan. Oleh karena itu, hal tersebut di 
atur pemerintah dalam peraturan perundang-undangan sehingga hak para 
pekerja dapat terealisasi tanpa adanya kesewenang-wenangan dari pihak 
pengusaha. Di dalam pasal 1 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang 
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ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang 
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.7 
Pembayaran upah karyawan mingguan yang terdapat di tempat 
usaha Contruction tersebut disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik 
usaha dengan pekerja/karyawannya. Mengenai waktu pelaksanaan 
pembayaran upah karyawan, dilakukan setiap satu minggu sekali. Apabila 
minggu yang lalu tidak dibayarkan upahnya ini tidak bertentangan dengan 
pasal 17 PP RI No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi 
: “Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan 
seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila 
perjanjian kerja untuk waktu kurang dari seminggu”. 
Dilihat dari Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, 
dari ketiga tempat usaha contruction yang diteliti, di tempat usaha CV Setia 
Makmur dan Bengkel Las Baru tidak terjadi keterlamabatan mengenai 
pembayaran upahnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran upahnya 
sudah sesuai dan normal. Sedangkan di TG. Contruction mengalami 
keterlambatan mengenai pembayaran upahnya, seperti yang sudah 
dijelaskan di bab sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pasal 95 ayat 2 UU 
No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengusaha 
yang karena kesengajaan atau kelalainnya mengakibatkan keterlambatan 
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari 
upah pekerja/buruh. Dalam hal ini undang-undang melarang mengenai 
                                                             
       7 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tantang Ketenagakerjaan 
87 
 
pembayaran upah yang terlambat, karena keterlambatan pembayaran upah 
bisa mengakibatkan kerugian bagi pekerja, yang telah digunakan tenaganya 
untuk bekerja dan disisi lain pengusaha juga mendapatkan denda apabila 
terjadi keterlambatan mengenai pembayaran upah pada karyawan. Sehingga 
dapat ditarik kesimpulan, bahwa dengan adanya pembayaran upah yang 
sering terlambat mengakibatkan  hak pekerja tidak terpenuhi sebagaimana 
mestiya. 
Besarnya upah yang diterima para karyawan TG. Contruction tiap 
minggu adalah Rp.500.000,- kadang lebih untuk seorang tukangnya dan 
Rp.375.000,- untuk seorang kuli, ini sudah memenuhi tingkat kesejahteraan 
dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 88 UU. 
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sudah disesuaikan 
atau mengacu dengan besarnya upah dipasaran. Artinya sesuai dengan upah 
yang diberikan Contruction lainnya yang ada di Kecamatan Nguntoronadi. 
Dengan demikian, upah yang diterima oleh para karyawan TG. Contruction 
merupakan upah yang umum dan sesuai dengan yang diterima karyawan 
Contruction yang lain. Meskipun jika dilihat besarnya upah yang diterima 
para karyawan TG. Contruction sesuai dengan jumlah upah di pasaran, 
hanya saja proses pembayarannya sering mengalami keterlambatan. Hal ini 
menyebabkan hak pekerja tidak terpenuhi sepenuhnya, dan mengakibatkan 
pekerja kurang semangat untuk bekerja sehingga memungkinkan terjadinya 
konflik antara pekerja dengan pengusaha. 
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Pembayaran upah karyawan mingguan yang terjadi di TG. 
Contruction apabila dicermati lebih detail dari masalah atau penyebab yang 
melatarbelakangi dan upaya yang telah dilakukan agar supaya upah tidak 
dibayar setengahnya dan dibayarkan tepat pada waktunya, maka 
pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian, akan tetapi 
karena adanya keterpaksaan atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh 
pihak TG. Contruction. Berdasarkan pasal pasal 90 ayat (2) UU No 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa bagi pengusaha yang tidak 
mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan yang telah 
di atur. Akan tetapi meskipun ditangguh terus menerus bisa membuat 
karyawan menjadi bosan untuk bekerja, karena merasa haknya tidak 
dipenuhi tepat waktu sesuai dengan perjanjian di awal.  
Maka proses pembayaran upah karyawan mingguan menurut UU. 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 95 ayat 2 tidak   
diperbolehkan, karena bisa mengakibatkan kerugian, utamanya bagi pekerja 
karena pekerja merasa haknya tidak diberikan sesuai dengan yang 
diperjanjikan di awal. Bagi pengusaha juga akan dikenai denda sesuai 
dengan persentase tertetu dari upah buruh/pekerja. Namun demikian, 
pemilik TG. Contruction harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap 
satu minggu sekali dapat membayar upah karyawan sepenuhnya tanpa harus 
membayar casbon/setengahnya apalagi sampai tidak bisa membayar sama 
sekali, hal ini dikarenakan agar para karyawan dapat dengan segera 
menikmati hasil jerih payahnya selama bekerja di TG. Contruction.
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BAB V 
 PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab 
sebelumnya dari permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan 
penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari ke-tiga home industri yang diteliti, di tempat usaha CV Setia 
Makmur dan Bengkel Las Baru, tidak terdapat masalah dan 
keterlambatan mengenai sistem pembayaran upahnya. Sehingga dapat 
dikatakan pembayaran upahnya sudah normal dan sesuai, sebagaimana 
upah tersebut diberikan seperti di awal perjanjian. Akan tetapi disisi 
lain, di tempat usaha TG. Contruction terdapat masalah mengenai sistem 
pembayaran upahnya, upah tersebut sering dibayarkan secara casbon 
bahkan sering tidak dibayarkan tepat waktu dan tidak diberikan secara 
penuh sebagaimana dengan perjajian di awal. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pembayaran upahnya sering mengalami 
keterlambatan. Meskipun sistem pengupahan jumlahnya sesuai dengan 
yang ada di tempat usaha lain, tetapi dengan adanya keterlambatan 
tersebut membuat karyawan merasa haknya tidak diberikan 
sebagaimana mestinya.  
2. Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No 13 Tahun 2003, praktik 
pengupahan yang terjadi di tempat usaha CV Setia Makmur dan 
Bengkel Las Baru tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun 
90 
 
undang-undang karena tidak terdapat keterlambatan mengenai sistem 
pembayaran upahnya. Sedangkan di di tempat usaha TG. Contruction 
bertentangan dengan hukum Islam yakni termasuk ke dalam perbuatan 
yang dzalim seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat maupuan hadist, 
dan di dalam undang-undang bertentangan dengan pasal 95 ayat 2, 
sehingga pengusaha yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran 
upah akan dikenai denda sesuai persentase tertentu. 
B. Saran  
1. Untuk setiap pengusaha sebaiknya dalam melakukan pengupahan harus 
benar-benar sangat jelas, seperti kesepkatan di awal baik dalam jumlah 
maupun kontrak yang sudah disepakati bersama. Sehingga dengan 
begitu dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak untuk para 
karyawannya, dan hak karyawan terpenuhi sebagaimana mestinya. 
2. Untuk pemerintah sebaiknya memberikan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pemberian upah. Agar peraturan-peraturan yang telah ada 
dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Baik 
dari pihak pekerja (sebagai orang yang menerima upah) maupun 
pengusaha (orang yang memberi upah). 
3. Karyawan/pekerja sebaiknya melakukan komunikasi langsung kepada 
pemberi kerja ketika upah tidak dibayarkan tepat waktu, supaya si 
pemberi upah memberikan upah itu tepat waktu, dan memberikan saran 
kepada si peberi kerja supaya tidak sering terjadi keterlambatan dalam 
pemberian upahnya. 
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LAMPIRAN 
Lampiran Pertanyaan Wawancara dengan Pemilik Usaha 
1. Dengan bapak siapa ? 
2. Bagaimana awal berdirinya Home Industri Contruction ? 
3. Ada berapa karyawan yang bekerja di tempat usaha Contruction ? 
4. Bagaimana proses Home Industri Contruction dalam mencari 
karyawan ? 
5. Adakah syarat khusus untuk bisa bekerja di Home Industri  
Contruction ? 
6. Bagaimana proses perjanjian dalam bekerja ? 
7. Masuk kerja jam berapa dan pulang kerja jam berapa ? 
8. Berapa jam istirahat untuk setiap harinya ?  
9. Bagaimana sistem pemberian upahnya ? 
10. Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah 
karyawannya ? 
11. Apakah pekerja yang tidak masuk kerja masih tetap mendapatkan  
upah ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
Lampiran Pertanyaan Wawancara dengan Karyawan Tempat Usaha 
Contruction 
1. Dengan saudara siapa ? 
2. Sejak kapan dan berapa lama sudara bekerja di tempat usaha 
Contruction ? 
3. Bagaimana awal mula saudara bekerja di tempat usaha Contruction ? 
4. Adakah persyaratan khusus di tempat usaha Contruction ? 
5. Bagaimana bentuk perjanjian pertama saudara dari tempat usaha 
Contruction ? 
6. Adakah proses pelatihan kerja ketika saudara masuk di tempat usaha 
Contruction ? 
7. Berapa upah yang saudara terima saat ini di tahun 2019 ? 
8. Bagaimana sistem pengupahannya ? 
9. Berapa jam kerja yang ditentukan oleh tempat usaha Contruction ? 
10. Dalam sehari pada jam berapa istirahat yang telah ditentukan ? 
11. Apakah dalam proses pembayaran upah pernah terjadi keterlambatan ? 
12. Apabila ada karyawan yang tidak masuk kerja/sakit apakah tetap 
mendapatkan upah ? 
13. Apakah semua upah yang diberikan oleh usaha Contruction sama 
dengan yang ada di tempat usaha lain ?  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN WAWANCARA 
Lampiran Wawancara dengan Pemilik Perusahaan CV Setia Makmur 
Peneliti : Assalamu’alaikum sebelumnya mohon maaf, ini dengan bapak : 
siapa ya ? 
Narasumber : Saya Supri mbak. 
Peneliti : Oh iya pak, saya mau nanya-nanya soal usaha bapak. 
Bagaimana::awal berdirinya usaha CV Setia Makmur ini pak ? 
Narasumbe : Berdirinya sekitar awal tahun 2015 mbak,usaha ini terletak di 
DesaBolo Bulurejo,Kecamatan Nguntoronadi. Awal mula usaha 
ini didirikan berawal dari pembuatan pagar rumah seorang warga, 
yang mana pengerjaannya dilakukan sendiri oleh orang yang 
bersangkutan tersebut serta bergotong royong dengan sodaranya. 
Karna pengerjaaan tersebut dilihat bagus oleh tetangganya, maka 
tetangganya pesan untuk melakukan pemasangan pagar besi di 
rumahnya, dan tetangga yang lainnya juga memesan pemasangan 
pagar besi. Karna banyaknya pesanan dan sering di pesan 
membuatkan pagar besi tersebutlah memuncul sebuah ide dan 
gagasan untuk mendirikan sebuah usaha las. Dari situlah usaha las 
tersebut berdiri dan membangun sebuah toko, yang mana toko itu 
kemudian dinamakan CV Setia Makmur. 
Peneliti : Ada berapa karyawan yang bekerja di CV ini pak ? 
Narasumber : 4 orang, terdiri dari 2 orang tukang dan 2 orang lagi sebagai 
kenek 
Peneliti : Bagaimana proses pencarian karyawannya ? Apa ketika ada orang 
yang mau ikut kerja langsung bisa diajak kerja begitu saja, atau 
hanya menerima pekerja yang sudah ahli dibidang pengelasan 
atau ketika dia belum terbiasa bekerja dibidang pengelasan seiring 
berjalannya waktu akan dilatih dan diajari cara mengelas ?   
Narasumber : Awal mencari karyawan baru dalam usaha ini tidak memerlukan 
adanya syarat apapun untuk menjadi karyawan yakni cukup 
dengan adanya niat, mau belajar dan bekerja sesuai proses 
pembuatan. 
Peneliti : Bagaimana proses perjanjian kerjanya ?  
Narasumber : Proses perjanjian kerja dalam usaha ini hanya kesepakatan 
secaralisan mbak, yakni mengenai jam kerja, gaji pokok, proses 
kerja dalam pembuatan pesanan. 
Peneliti : Pekerja memulai pekerjaanya dari jam berapa sampai jam berapa 
pak ? 
Narasumber : Di CV ini kita mulai bekerja dari jam 08.00 – 16.00 mbak 
Peneliti : Berapa jam istirahat untuk tiapharinya dalam bekerja ? 
Narasumber : Kalau di sini jam istirahatnya menyesuaikan sih mbak, sama 
dengan tempat kerja lainnya, ya jam 12.00 – 13.00. Untuk hari 
liburnya hari minggu. 
Peneliti : Bagaimana sistem pengupahannya ? Bulanan apa mingguan ? 
Narasumber : Kalau di tempat saya sistem upahnya diberikan setiap satu minggu 
sekali mbk. 
Peneliti : Apakah pekerja yang tidak masuk kerja masih tetap mendapatkan 
upah ? 
Narasumber : Tidak mbak, di sini hanya usaha rumahan. Jadi upah hanya 
diberikan kepada mereka yang bekerja saja yang melakukan 
proses produksi. 
Peneliti : Apa pernah terjadi keterlambatan mengenai proses pembayaran 
upah karyawan ? 
Narasumber : Alhamdulillah belum pernah mengalami keterlambatan mbak 
mengenai proses pengupahannya. 
Peneliti : Pertanyaan saya cukup sampai sini dulu bapak, terimakasih atas 
waktunya. Assalamu’alaikum.. 
Narasumber : Iya mbak sama-sama.... Wa’alaikumsalam.wr.wb. 
Lampiran Wawancara dengan Karyawan CV Setia Makmur 
Wawancara 1. Anggi 
Peneliti : Maaf, ini dengan saudara siapa ? 
Narasumber : Anggi mbak, 
Peneliti : Sebelumnya mohon maaf ya mas, mengganggu waktunya 
sebentar.  
Narasumber : Iya mbak, tidak papa santai aja mbak. 
Peneliti : Saya mau tanya-tanya sedikit selama masnya bekerja di sini 
Narasumber : Oh iya mbak, silakan langsung mawon. Saya bantu.. 
Peneliti : Sejak kapan masnya bekerja di sini, dan sudah berapa lama ? 
Narasumber : Ya saya kerja di sini kurang lebih sudah selama 3 tahun mbak, 
sekitar tahun 2017. 
Peneliti : Bagaimana awal mula masnya bekerja di usaha Contruction ini ? 
Narasumber :Ya biasa mbak, di sini awal masuk kerja itu tidak ada syarat 
apapun mbak. Cukup ada niat, mau belajar, dan bekerja sesuai 
aturan.  
Peneliti : Adakah persyaratan khusus di tempat usaha ini ? Misal, syarat 
harus bisa ngelas atau apa gitu ?   
Narasumber : Tidak harus mbak, ya kalau orang yang baru pertama kali masuk 
kerja dan tidak biasa dalam hal mengelas, ya nanti akan 
dibimbing dan diarahkan dalam hal pengerjaan barang mbak. 
Kalau belum terbiasa mengelas ya nanti membantu mengecat atau 
lainnya. 
Peneliti : Adakah perjanjian kerja di tempat usaha ini ? 
Narasumber : Tidak mbak, di tempat usaha ini tidak ada perjanjian tertulis. 
Namun antara pemilik usaha dan karyawan sudah saling setuju 
mbak jika saya mau kerja di sini. 
Peneliti : Adakah proses pelatihan kerja ketika awal masuk kerja di sini ? 
Narasumber : Tidak ada pelatihan kerja khusus sih mbak, ya cuma kalau belum 
bisa mengelas nanti dilatih sedikit-sedikit mbak. 
Peneliti : Berapa upah yang saudara terima saat ini, ditahun 2019 ? 
Narasumber : Tiap tahun upahnya sering ada kenaikan mbak, awalnya dari 
Rp.75.000 kemudian jadi Rp. 80.000 terus Rp. 90.000/95.000 
sampai Rp.100.000 ribu sekarang perharinya. 
Peneliti : Kalau di sini sistem pengupahannya bagaimana mas, apa tiap 
seminggu sekali atau setiap dua minggu sekali apa bulanan ? 
Narasumber : Di sini pemberian upahnya setiap seminggu sekali mbak 
Peneliti : Berapa jam kerja yang ditentukan oleh tempat usaha ini ? 
Narasumber : Ya rata-rata sih mbak, sama dengan yang lain 8 jam kerja. 
Peneliti : Dalam sehari pada jam berapa istirahat yang telah ditentukan ? 
Narasumber : Jam 12.00 – 13.00 mbak. 
Peneliti : Apabila ada karyawan yang tidak masuk kerja atau sakit apa tetap 
mendapat upah ? 
Narasumber : Tidak mbak, di sini kalau ada yang sakit atau izin tidak masuk 
kerja ya upah tetap dipotong tidak diberikan. 
Peneliti : Apakah upah yang diberikan di tempat usaha ini sama dengan 
yang ada di tempat usaha lain yang sejenis dengan tempat usaha 
ini ? 
Narasumber : Rata-rata sama mbk, ya kisaran Rp. 90.000 sampai Rp. 100.000. 
Peneliti : Apa pernah mengalami keterlambatan pengupahan ? 
Narasumber : Selama kerja di sini, belum pernah sih mbak. 
Peneliti : Oh ya sudah, terimakasih mas. 
Narasumber : Iya mbak sama-sama. 
Wawancara 2. Nano 
Peneliti : Sebelumnya mohon maaf ya mas, mengganggu waktunya. Ini 
dengan mas siapa ya ? 
Narasumber : Iya mbak tidak papa, santai aja mbak. Saya Nano mbak, ada yang 
bisa saya bantu ? 
Peneliti : Saya mau bertanya soal kerja di CV ini mas. Mas kerja di sini 
udah berapa lama ? Dan bagaimana proses awal masuk kerja, 
apakah ada syarat khususnya ?  
Narasumber : Saya kerja di sini kurang lebih sudah 5 tahun mbak, awal masuk 
kerja sih tidak ada syarat apapun mbak yang penting ada niatan 
mau kerja dan serius gitu aja.  
Peneliti : Apakah ada perjanjian kerja di tempat usaha ini ?  
Narasumber : Ya kalau perjanjian kerjanya sih ya sama kaya yang lain mbak, 
paling bahas gaji, jam kerja, sama cara kerjanya. 
Peneliti : Apa ada proses pelatihan kerja untuk karyawan yang baru ? 
Narasumber : Kalau pelatihan kerja sih saya kira tidak ada ya mbak, tapi kalau 
yang belum bisa nanti sedikit-sedikit ya paling kita saling 
mengajari untuk melatih supaya menjadi bisa. 
Peneliti : Bagaimana proses pengupahannya ? 
Narasumber : Di sini upahnya diberikan setiap satu minggu sekali mbak, upah 
perharinya hampir sama di bengkel las lain kisaran Rp. 90.000 
sampai Rp. 100.000 mbak. 
Peneliti : Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam sistem 
pengupahannya? 
Narasumber : Tidak pernah mbak, selama saya bekerja di sini.  
Peneliti : Berapa jam kerja yang ditentukan di tempat usaha ini ? Dan jam 
berapa istirahatnya ? 
Narasumber : Kurang lebih sama mbak 8 jam kerja, 1 jamnya buat isrirahat jam 
12.00 – 13.00 WIB. 
Peneliti : Apa karyawan yang tidak masuk kerja upahnya masih tetap 
diberikan ? 
Narasumber : Tidak mbak. 
Wawancara 3. Nanang dan Susi 
Peneliti : Ini dengan mas Nanang dan mas Susi ya ? 
Narasumber : Iya mbak benar (mereka berdua menjawab). 
Peneliti : Masnya bekerja sebagai apa di CV ini ? 
Narasumber : Kami di sini sebagai kenek mbak (Nanang), iya mbak kami hanya 
membantu tugas tukang/karyawan seperti halnya mengecat dan 
memasang barang pesanan (Susi) 
Peneliti : Berapa upah kenek di sini ? Apa pernah terjadi keterlambatan 
dalam pembayarannya ? 
Narasumber :Di sini kenek upahnya kisaran Rp. 70.000 –  Rp. 75.000 mbak, 
kadang juga diberi lebih, tergantung proyek pesanannya. Selama 
saya kerja di sini tidak pernah terlambat mbak pemberian 
upahnya. 
Peneliti : Terimakasih mas atas bantuan informasinya. 
Narasumber : Iya mbak sama-sama. 
Lampiran Wawancara dengan Pemilik Perusahaan TG. Contruction  
Peneliti : Assalamu’alaikum bapak, ini dengan bapak siapa ? 
Narasumber : Wa’alaikumsalam mbak, saya Kirmanto mbak. 
Peneliti : Bagaimana awal berdirinya TG. Contruction ini pak ?  
Narasumber : Berdiri sekitar bulan Februari tahun 2017, TG ini terletak di Desa 
Sengon, Kecamatan Nguntoronadi. Dinamakan TG karena 
pemilik usaha dan gagasannya bernama Teguh, sehingga usaha 
las tersebut dinamakan TG yakni singkatan dari Teguh, hanya 
saja yang mengelola usaha tersebut saya mbak adiknya. 
Sebenarnya di Jakarta ada usaha, hanya saja TG. Contruction 
inilah merupakan usaha di kampung. 
Peneliti : Ada berapa karyawan yang bekerja di TG ini pak ? 
Narasumber : Di sini hanya ada 3 orang karyawan mbak. 
Peneliti : Bagaimana proses pencarian karyawannya pak ? 
Narasumber : Di tempat saya kalau ada orang lain yang ingin bekerja ya 
diterima mbak, tapi tergantung bisa ngelasnya apa enggak. Kalau 
langsung bisa ngelas, bisa jadi karyawan tapi kalau belum bisa ya 
jadi kenek mbak, kaya bantu pemasangan barang pesanan gitu 
sama nganter ke tempat pemesan. 
Peneliti : Adakah syarat khusus untuk bisa bekerja di Contruction ini ? 
Narasumber : Tidak mbak. 
Peneliti : Bagaimana proses perjanjian kerja di tempat usaha ini pak ? 
Narasumber : Di tempat usaha saya tidak ada perjanjian kerja mbak, kalau 
emang niat mau kerja ya saya bisa menerimanya sebagai 
karyawan gitu mbak. Paling kalau mengenai perjanjian kerjanya 
cuma secara lisan sih mbak, kaya bahas gaji, jam kerja sama 
proses kerjanya. 
Peneliti : Di TG Contruction ini mulai kerja dari jam berapa sampai jam 
berapa pak ? 
Narasumber : Kami mulai kerja dari jam 08.00 – 16.00 mbak, nanti untuk 
istirahatnya jam 12.00 – 13.00. 
Peneliti : Bagaimana sistem pengupahannya pak ? Bulanan apa mingguan ?  
Narasumber : Pemberian upahnya setiap seminggu sekali mbak. 
Peneliti : Apa jika ada yang tidak masuk kerja upah masih tetap diberikan 
pak ? 
Narasumber :Tidak mbak, upah diberikan kalau pekerja bekerja dan melakukan 
produksi saja. 
Peneliti : Apa pernah terjadi keterlambatan mengenai pembayaran upahnya 
? 
Narasumber : Ya gimana ya mbak, kalau sekali dua kali sih pernah mbak. 
Peneliti : Oh iya pak, terimakasih ya pak untuk waktunya. Wawancara 
cukup sampai disini dulu. Assalamu’alaikum bapak. 
Narasumber :Iya mbak sama-sama, wa’alaikumsalam. 
Lampiran Wawancara dengan Karyawan TG. Contruction  
Wawancara 1. Arif 
Peneliti : Ini dengan mas siapa ? 
Narasumber : Saya Arif mbak. 
Peneliti : Oh iya mas Arif bekerja di sini sudah berapa lama ? 
Narasumber : Saya bekerja di sini udah 2 tahunan mbak. 
Peneliti : Bagaimana awal masuk kerja di sini ? Apakah ada syarat khusus 
apa bagaiamana ? 
Narasumber : Awal masuk ya biasa sih mbak, tidak ada persyaratan khusus 
masuk kerja di sni. 
Peneliti : Adakah perjanjian kerjanya ? Dan selama awal masuk kerja apa 
ada pelatihan kerja seperti itu apa tidak ? 
Narasumber : Tidak ada mbak, perjanjian kerjanya ya cuma secara lisan jelasin 
gaji, jam kerja, cara bekerja gitu aja. Kalau awal masuk kerja sih 
tidak ada pelatihan kerja mbak, yang udah bisa dan biasa ngelas 
ya langsung bekerja buat barang pesanan tapi kalau yang belum 
bisa atau terbiasa nanti ya dilatih mbak.  
Peneliti : Bagaimana sistem pengupahannya ? Dan kisaran berapa upahnya 
? 
Narasumber : Sistem pengupahannya mingguan mbak, kalau di TG sini upahnya 
perhari Rp. 90.000 – Rp. 100.000. 
Peneliti : Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa mas ? 
Narasumber : Jam kerjanya sama di tempat lain sih mbak ya jam 08.00 – 16.00, 
istirahat jam 12.00 – 13.00. 
Peneliti : Kalau di sini, karyawan yang tidak masuk kerja apa masih tetap 
mendapat upah ?  
Narasumber : Tidak mbak, upah diberikan pada mereka yang bekerja saja. 
Peneliti : Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran upahnya 
? 
Narasumber : Pernah mbak, harusnya upah diberikan setiap satu minggu sekali 
tapi mengalami keterlambatan, kadang dibayar kasbon mbk. 
Kasbon itu kita diberi uang untuk jajan semisal  Rp.100.000 itu 
buat kebutuhan seminggu mbak selama upah belum dibayarkan. 
Peneliti : Iya cukup sekian dulu ya mas, terimakasih atas waktunya. 
Narasumber : Iya mbak, sama-sama. 
Wawancara 2. Hery  
Peneliti : Sebelumnya maaf ya mas mengganggu waktunya sebentar, ini 
dengan mas siapa ya ? 
Narasumber : Iya mbak tidak papa, saya Hery mbak. 
Peneliti : Saya mau nanya-nanya soal upah kerja di TG ini. Bagaimana 
sistem pengupahannya ? Apakah pernah terjadi keterlambatan ? 
Narasumber : Upahnya diberikan setiap satu minggu sekali mbak kalau di sini. 
Kalau mengenai upah yang terlambat, di sini sering terlambat 
mbak pemberian upahnya tidak hanya sekali dua kali terjadi.  
Peneliti : Apa penyebab keterladarimbatan pengupahan tersebut mas ? Apa 
mungkin masnya tahu ? 
Narasumber : Gimana ya mbak, keterlambatan itu terjadi karena setiap dapat 
dp/uang muka dari proyek baru uangnya digunakan buat nutup 
proyek yang dulu belum selesai, dan tidak digunakan untuk 
belanja proyek yang baru. 
Peneliti : Oh itu masnya tahu sendiri apa bagaimana ?  
Narasumber : Iya mbak, setiap dapat proyek saya bertanya pada yang punya 
proyeknya mbak. 
Narasumber : Oh iya mas, terimakasih atas informasinya. 
Peneliti : Iya mbak sama-sama. 
Wawancara 3. Andri  
Peneliti : Maaf ini dengan mas siapa ya ?  
Narasumber : Saya Andri mbak. 
Peneliti : Maaf ya mas mengganggu waktunya sebentar, saya mau sedikit 
bertanya soal upah karyawan di TG ini ? Apa pernah terjadi 
keterlambatan dalam sistem pembayarannya ? 
Narasumber : Iya mbak tidak papa, penundaan upah mah sering mbak. Nyatanya 
saya sering ngebon ke warung sebelah. 
Peneliti : Seringnya itu bagaimana mas ? Apa misal bulan ini ditunda 
pembayarannya, bisa sampai ke bulan berikuttnya ? Apa 
bagaimana ? 
Narasumber : Upah kan harusnya diberikan satu minggu sekali, tapi meleset 
mbak kadang sampai 2 minggu kadang sampai 1 bulan kadang 1 
bulan lebih. Ya kadang kalau kita minta jatah gaji cuma dikasih 
kasbon kadang 200 kadang 300, tapi kan kita tidak perlu kasbon. 
Ya intinya cari nafkah lah ya, terus kalau ada tanggungan buat 
nyicil motor kan tidak bisa dijagain buat kedepannya. 
Peneliti : Berarti pernah ya sebulan tidak diberi gaji ? 
Narasumber : Kalau gaji pokok pernah mbak, ya cuma dikasih kasbon itu. 
Peneliti : Masnya pernah tidak mencari tahu penyebab, kenapa kok sering 
terjadi penundaan upah ? 
Narasumber : Ya kalau itu sih pengelolanya kan modelnya bisnis ya, kalau 
sebab adanya  penundaan upah mungkin dari uang order pertama 
buat beliin material pada si orderan kedua bisa jadi, kalau tidak 
bisa jadi ya buat nutup kepentingan pribadi itu juga bisa. 
Peneliti : Oh iya terimakasih mas atas waktunya, sampai di sini dulu. 
Narasumber : Iya mbak sama-sama. 
Lampiran Wawancara dengan Pemilik Bengkel Las Baru 
Peneliti : Assalamu’alaikum bapak, ini dengan bapak siapa ya ? 
Narasumber : Wa’alaikumsalam mbk, saya pak Harno. 
Peneliti : Begini pak, saya ke sini mau bertanya mengenai usaha bapak ini. 
Bagaimana awal berdirinya ? 
Narasumber : Awal berdirinya itu bulan April tahun 2019, usaha ini terletak di 
Desa Bulu Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi. Awal mula 
usaha didirikan yakni menerima pengelasan alat untuk bertani 
seperti cangkul, menerima pesanan pembuatan tiang lampu, dan 
menerima pengelasan benda besi lainya serta menerima jasa 
pengelasan transportasi. Karena sayaingin mengembangkan 
usaha, selain menerima jasa pengelasan itu tadi, seiring 
berjalannya waktu muncul sebuah gagasan (ide), yakni dengan 
menambah penjualan dan barang produksi baik pesanan maupun 
barang jadi.Seperti halnya menerima pesanan pembuatan pagar 
besi, dan tralist mbak. 
Peneliti : Berapa karyawan yang bekerja di tempat usaha bapak ini ? Dan 
bagaimana proses pencarian karyawannya ? 
Narasumber : Pekerja saya hanya ada satu mbk, karena ini usaha baru jadi 
belum punya banyak karyawan. Nanti kalau semisal tempat kami 
butuh orang ya paling kita manggil orang yang bisa membantu. 
Pencarian pekerjanya ya kalau ada yang gabung ingin ikut kerja 
ya nanti saya ajak mbak untuk membantu proses pemesanan 
barang. 
Peneliti : Apa ada syarat khusus ketika masuk kerja di sini ? 
Narasumber : Tidak harus mbak, nanti kalau yang belum bisa ya kami akan ajari 
caranya. 
Peneliti : Bagaimana proses perjanjian kerjanya ? 
Narasumber : Untuk perjanjian kerjanya tidak ada mbak, kita hanya kesepakatan 
kalau gajinya segini diberikan seminggu sekali dan proses 
kerjanya begini gitu aja sih mbak. 
Peneliti : Di tempat usaha bapak ini, mulai masuk kerja jam berapa sampai 
jam berapa pak ? 
Narasumber :  Di sini kami mulai kerja jam 08.00 – 16.00 mbak, terus 
istirahatnya jam 12.00 – 13.00. Di tempat kerja saya hanya 8 jam 
kerja mbak. 
Peneliti : Kalau pekerja yang tidak masuk kerja apa masih tetap diberikan 
upah pak ? Dan apa pernah terjadi keterlambatan mengenai 
pembayaran upahnya ? 
Narasumber : Tidak mbak, pekerja yang tidak masuk kerja tidak mendapat upah 
dan selama ini alhamdulillah belum pernah terjadi keterlambatan 
mengenai pembayaran upahnya. 
Peneliti : Apa pernah terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran upahnya 
? 
Narasumber : Alhamdulillah belum pernah sama sekali mbak selama ini. 
Peneliti :Ya sudah, terimakasih ya bapak untuk waktunya. 
Assalamu’alaikum. 
Narasumber : Iya mbak sama-sama, wa’alaikumsalam. 
Lampiran  Wawancara dengan Karyawan Bengkel Las Baru 
Peneliti : Ini dengan mas siapa ? 
Narasumber : Saya Danang mbak. 
Peneliti : Sudah berapa lama masnya kerja di tempat usaha ini ? Bagaimana 
awal masuk kerja, apa ada persyaratan khusus ? 
Narasumber : Saya bekerja di sini kurang lebih baru 5 bulan mbak. Awal masuk 
kerja tidak terdapat syarat apapun mbak, selama ada niat dan 
ingin bekerja sesuai perintah maka akan diterima kerja. 
Peneliti : Adakah perjanjian kerjanya ? 
Narasumber : Tidak mbak, paling kita cuma bahas masalah upah, proses kerja, 
sama jam kerjanya.  
Peneliti : Bagaimana sistem pengupahannya mas ? Kisaran berapa upah 
untuk perharinya ? 
Narasumber : Upahnya diberikan tiap seminggu sekali mbak, upahnya kisaran 
Rp. 90.000 mbak tergantung pengerjaan kadang juga diberi 
kelebihan. 
Peneliti : Berapa jam kerja yang ditentukan di tempat usaha ini, dan jam 
berapa untuk istirahatnya ?  
Narasumber : Di sini kerjanya mulai jam 08.00 – 16.00 mbak, untuk istirahatnya 
dari jam 12.00 sampai jam 13.00. 
Peneliti : Apakah ketika karyawan tidak masuk kerja upahnya tetap 
diberikan ? 
Narasumber : Upah diberikan ketika karyawan melakukan kerja saja mbak, jadi 
waktu karyawan tidak masuk kerja ya upah tidak diberikan. 
Peneliti : Apa upah setiap bengkel las seperti ini upahnya rata-rata sama 
dengan upah di bengkel las lain ? 
Narasumber : Ya bisa dibilang sama mbak, setahu saya emang rata-rata upahnya 
perhari itu kisaran dari Rp. 80.000 sampai Rp. 100.000. 
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